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Nama Penyusun : Irmayanti
Nim : 10100108020
Judul : Tinjauan Syari’at Islam Terhadap Pengelolaan Zakat pada
Masyarakat Kabupaten Jeneponto
Skripsi ini merupakan studi penelitian lapangan yang membahas tentang
“Tinjauan Syari’at Islam Terhadap Pengelolaan Zakat pada Masyarakat Kabupaten
Jeneponto”  dengan sub permasalahan pengelolaan zakat pada masyarakat Kabupaten
Jeneponto yang tidak sesuai dengan aturan Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah atau
dengan kata lain melenceng dari syari’at Islam.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan Field Research
dengan mengambil data-data dari lapangan melalui wawancara langsung dengan
beberapa masyarakat dan pegawai setempat di Kabupaten Jeneponto yang mengurus
masalah zakat. Selain itu penulis juga melakukan Library Research yakni dengan
mengambil data-data dari buku-buku dan berbagai literatur yang ada kaitannya
dengan pembahasan skripsi ini.
Adapun intisari dari pembahasan skripsi ini adalah pengelolaan zakat di
kabupaten Jeneponto. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana pembayaran,





A. Latar Belakang Masalah
Setiap orang Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam.
Bila kita kembali mengingat pelajaran atau pengajian dimasa kecil, rukun Islam yang
pertama adalah membaca dua kalimat syahadat. Umat Islam di Indonesia tampaknya
lebih banyak yang sudah terlahirkan dalam keadaan Islam. Yang kedua adalah shalat.
Dalam soal shalat umat Islam Indonesia sudah cukup ketat dalam ketatalaksanaanya,
perangkat lunak (soft ware) dan perangkat keras (hardware) yang harus ada sudah
cukup baik. Untuk perangkat keras, umat Islam sudah mempunyai lebih dari cukup
jumlah masjid, siapa pun akan dengan mudah menemukan tempat shalat ketika sudak
masuk waktunya, sedangkan untuk perangkat lunaknya mengenai babaimana tata cara
shalat, kondisinya sudah cukup bagus, mulai dari pembelajaran praktik ibadah shalat
di sekolah-sekolah sampai kepada proses pembelajaran perbedaan dalam tata
pelaksanaan shalat.1
Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah kewajiban membayar zakat. Di sini
tampaknya umat belum begitu sepakat mengenai bagaimana ketatalaksanaanya, dan
bahkan kesadarn mereka akan arti penting zakat tampaknya masih belum mamadai.
Masyarakat muslim kaya sudah merasa membayar zakat hanya dengan membayar
1M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan
Menbangun Jaringan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006) h. 1.
2pajak, sedangkan pihak yang miskin merasa enggan mendalami persoalan zakat
karena memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka kesulitan.2
Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi yang
mempunyai fungsi ganda, yaitu untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia
sebagai pemiliknya, juga berfungsi sebagai dana sosial dan untuk meningkatkan taraf
hidup masyarakat.
Keberadaan zakat sebagai ibadah maliyah ijtimaiyah yang berkaitan dengan
ekonomi keuangan dan kemasyarakatan dan merupakan salah satu dari lima rukun
Islam mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari’at Islam. Jadi, zakat
merupakan bahagian dari sosial ekonomi Islam. Karena itu, zakat disamping dijumpai
dalam pembahasan ibadah, juga ditemukan dalam pembahasan ekonomi Islam.
Al-Qur’an dan hadits Rasulullah saw. hanya menyebutkan secara eksplisit
tujuh jenis harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan batas tentang batas
minimum yang wajib dizakati (nisab) dan jatuh tempo nasabnya (haul) seperti yang










Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi
2Ibid., h. 1.
3untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu
menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.3
Di dalam ayat-ayat yang lalu Allah memberikan gambaran yang seharusnya
bagi orang yang mengeluarkan infak harta, yakni harus akhlas karena Allah, berniat
mensucikan diri dan menjauhkan perasaan riya’. Setelah Allah menjelaskan sikap
yang seharusnya dipakai oleh orang yang menginfakkan hartanya, yakni tidak
menyebut-nyebut amalnya dan tidak menyakiti, maka gambaran itu sangat jelas, yang
di dalamnya terkandung tuntunan yang berkait dengan si pemberi infak dan cara-cara
memberikannya.
Ayat yang mewajibakan zakat bagi harta hasil usaha secara umum juga




Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan
orang miskin yang tidak mendapat bagian.4
3Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI,
2005), h. 521.
4Ibid., h. 521.
4Ayat di atas merupakan ayat yang menyebutkan tentang kewajiban
mengeluarkan zakat harta (mal). Salah satu  ayat yang menyerukan pembayaran zakat





Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang
ruku'.5
Ayat di atas menunjukkan kepada kita kewajiban zakat yang setara dengan
kewajiban shalat. Ayat di atas merupakan salah satu ayat yang menggandengkan
kewajiban shalat dengan kewajiban zakat.
Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yakni emas, perak, hasil
tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, hasil ternak, hasil tambang, dan barang
temuan (rikaz).  Sementara usaha-usaha lain tidak disebutkan, misalnya hasil tumbuh-
tumbuhan, dan tanaman yang bernilai ekonomi tinggi, seperti anggur, rambutan,
pepaya, dan sebagainya, hasil peternakan dan perikanan, seperti empang dan hasil
laut lainnya, hasil penyewaan rumah, losmen, penginapan, hotel, dan pendapatan lain
yang nilainya melebihi nisab.6
5Ibid., h. 7.
6Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, Hukum-hukum Islam Alternatif (Solusi Terhadap
Masalah Fiqh Kontemporer), (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 106-107.
5Islam memerintahkan kepada para pemeluk agar bekerja keras mencari rezeki
yang halal guna mencukupi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun
kebutuhan rohani.7
Islam memberi kebebasan kepada setiap individu memilih jenis usaha dan
profesi yang sesuai dengan bakat, keterampilan, kemampuan dan keahliannya
masing-masing, baik yang berat dan kasar, maupun yang ringan dan halus. Yang
jelasnya, penghasilan itu diperoleh secara sah dan halal, bersih dari unsur pemerasan,
kecurangan dan paksaan.8
Tuntutan kesejahteraan masing-masing orang tentu berbeda, ada yang sangat
sederhana, menengah atau lebih tinggi lagi sesuai dengan status sosialnya dalam
masyarakat. Baik dari yang amat sederhana, menengah dan tuntutan yang lebih tinggi
tentu memerlukan dana. Semua keperluan masing-masing itu harus dicari dan
diusahakan dan tidak datang dengan tiba-tiba, karena Allah tidak menurunkan hujan
dan emas perak dari langit, harta harus dicari bukan dinanti.
Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian dikalangan
manusiamerupakan kekayaan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini dalam
7Lihat Q. S. al-Mulk / 67 : 15, yang terjemahnya:“ Dialah yang menjadikan bumi itu mudah
bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan
Hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. Begitu pula Lihat Q.S. al-Jumu’ah / 62:
10, yang terjemahnya: “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
8Ahmad Adnan Fadzil, Zakat Gaji dan Pendapatan (Ilmu dan Ulamak, 2009).
http://ilmudanulamak. blogspot.com /2009 /06/zakat-gaji-dan- pendapatan.html (3 Oktober 2011).





Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal
rezeki.9
Maksud ayat ini adalah bahwa Allah swt. melebihkan sebagian kita dari
sebagian yang lain dalam hal rezeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk
memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang kafir. Bukan hak sekedar
pemberian kepadanya (tathawwu’). Kefarduan zakat merupakan jalan yang paling
utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Juga dengan zakat bisa
merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial dikalangan
masyarakat.10
Pengelolaan zakat di Kabupaten Jeneponto sudah berlangsung lama hanya
saja badan pengelolaanya yang baru saja dibentuk. Badan pengelolaan zakat ini
disebut badan amil zakat daerah (BAZDA).
Meskipun belum berjalan efektif namun badan amil zakat tersebut masih tetap
berdiri hingga sekarang. Hanya saja masyarakat setempat belum mau membawa
barang yang akan dizakatkan ke badan amil zakat tersebut akibatnya kantor badan
9Departemen Agama RI, op. cit., h. 274.
10Wahbah Al-Zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Madzhab (Cet. VII; Bandung: PT. Remaja
Rosda Karya, 2008), h.85-86.
7amil zakat daerah yang didirikan beberapa tahun lalu selalu kosong, tidak ada
pegawai yang bekerja karena tidak ada yang bisa dikerjakan.
Dalam hal pembayaran zakat masyarakat lebih ingin membawanya atau
memberikannya langsung kepada yang berhak daripada harus menyerahkannya
kepada badan amil zakat setempat terlebih dahulu hal ini dikarenakan kurangnya
kepercayaan masyarakat setempat kepada badan amil zakat pada daerah tersebut.
Mengenai tinjauan Syari’at Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Bagi Masyarakat
Kabupaten Jeneponto akan dibahas lebih rinci dan terarah pada bab-bab selanjutnya.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok
permasalahan dalam penulisan ini yaitu: “Bagaimanakah Tinjauan Syari’at Islam
Terhadap Pengelolaan Zakat Bagi Masyarakat Kabupaten Jeneponto?”. Selanjutnya
untuk membahas secara rinci dan terarah, maka penulis membagi pokok masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana analisis  syari’at Islam terhadap pengelolaan zakat?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam  pengelolaan zakat pada Masyarakat
Kabupaten Jeneponto?
C. Hipotesis
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis memberikan jawaban
sementara (hipotesis). Hipotesa dari permasalahan yang akan dibahas, sebagai
berikut:
81. Islam sejak zaman Rasulullah telah mensyari’atkan adanya zakat, baik
zakat fitrah, zakat mal dan zakat profesi. Namun pada zaman Rasulullah
tidak ada zakat bagi pegawai negeri, yang ada hanya zakat untuk profesi
tertentu, seperti pedagang, petani dan peternak hewan. Namun pada
hakikatnya Islam mensyari’atkan zakat profesi atas seseorang bukan karena
profesinya, namun dikarenakan orang tersebut telah mampu untuk
mengeluarkan zakat yang dikarenakan profesi atau pekerjaan yang
digelutinya. Juga dalam hal pembayaran zakat yang lainnya seperti zakat
fitrah dan zakat harta (mal) Islam telah secara teliti mengatur siapa yang
wajib mengeluarkan zakat, kepada siapa zakat itu diberikan dan berapa
jumlah zakat yang harus dikeluarkan setiap satu nishab. Jadi, Islam dari
dulu telah begitu teliti mengatur zakat bagi seseorang demi kemaslahatan
umat.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat antara lain karena
kurangnya kesadaran Masyarakat setempat tentang pentingnya zakat, Hal
ini dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang zakat itu sendiri, juga
dikarenakan negatifnya fikiran Mayarakat setempat  tentang penyaluran
zakat yang dikhawatirkan zakat tersebut tidak sampai kepada yang berhak.
D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Skripsi ini berjudul “ Tinjauan Syari’at Islam Terhadap Pengelolaan Zakat
Pada Masyarakat Kabupaten Jeneponto ”. Berdasarkan judul tersebut peneliti merasa
perlu untuk memberikan pengertian terhadap kata-kata yang dianggap perlu dalam
9rangka memberikan pemahaman dan untuk menghindari salah pahaman serta
penafsiran yang keliru terhadap makna yang dimaksudkan judul tersebut.
Syari’at  secara etimologis (bahasa) berarti jalan tempat keluarnya air untuk
minum. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang
harus diturut. Secara terminologis (istilah) syari’ah, menurut Syaikh Mahmud
Syaltout, mengandung arti hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syari’atkan bagi
hamba-Nya untuk diikuti. Menurut Faruq Nabhan, secara istilah syari’ah berarti
segala sesuatu yang disyari’atkan Allah kepada hamba-Nya. Sedangkan menurut
Manna’ al-Qathan, syari’at berarti segala ketentuan Allah yang disyari’atkan bagi
hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun mu’amalah.11
Syari’at ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh ummat muslim,
kerena apa yang yang disyari’atkan biasanya hal-hal yang langsung diperintahkan
oleh Allah Swt. dan kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Saw. dan penjelasan yang
bersumber dari Rasulullah ini yang disebut hadits.
Pengelolaan adalah penyelenggaraan.12 Pengelolaan disini adalah
penyelenggaraan atau cara-cara pembayaran, dan penyaluran zakat serta cara-cara
yang lain menyangkut zakat bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto.
Zakat adalah jumlah tertentu dari harta yang Allah Swt. wajibkan untuk kita
serahkan kepada orang-orang yang berhak.13
11Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Cet. II; Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999),
h. 7.
12Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 551.
13Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, Kekuatan Zakat “Hidup Berkah Rezeki Melimpah” (Cet.
I; Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010),  h. 8.
10
Pengertian zakat menurut ulama’ madzhab yaitu:14
1. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari
harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya
(mustahiq)nya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang
tambang, tanaman dan rikaz.
2. Hanafiyah mendefenisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu
dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang ditentukan oleh
syari’ (Allah Swt) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
3. Syafi’iyyah mendefenisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang
dikeluarkan bagi harta dan badan dengan cara tertentu.
4. Hanabillah mendefenisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta
tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.
Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup
bersama dalam suatu tempat dalam suatu tempat dengan ikatan aturan-aturan yang
tertentu).15
Kabupaten Jeneponto adalah daerah dimana penelitian skripsi dilaksanakan.
Jadi skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan syari’at Islam terhadap
pengelolaan zakat yang lingkup penelitiannya dikhususkan bagi Masyarakat pada
daerah Kabupaten Jeneponto.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
14Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia (Cet. I; Malang: UIN Malang Press,
2008), h. 17.
15Purwadarminta, op. cit., h. 750.
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1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui bagaimana analisis syari’at Islam terhadap pengelolaan
zakat bagi Masyarakat Kabupaten Jeneponto.
b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan
zakat bagi Masyarakat Kabupaten Jeneponto.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya tentang pengelolaan
zakat secara umum bagi masyarakat.
b. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat  khususnya masyarakat
Kabupaten Jeneponto tentang bagaimana pengelolaan zakat menurut
syari’at Islam dan pentingnya zakat untuk kemaslahatan umat.
c. Untuk menjadi bahan referensi bagi semua pihak, baik masyarakat umum
maupun yang memiliki profesi tertentu seperti dokter, guru dan sebagainya




A. Pengertian dan Tujuan Zakat
1. Pengertian Zakat
Zakat menurut kamus bahasa arab berarti sedekah, kebersihan.1 Zakat
menurut etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh, berkembang dan berkah. Menurut
terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak
menerimanya. Jadi seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah
membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit
kikir (bakhil) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam
hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit
dengki, iri hati terhadap orang yang memiliki harta.2
Secara bahasa zakat mempunyai arti pertumbuhan, pertambahan dan
penyucian. Menurut syari’at, zakat merujuk kepada pengambilan sejumlah uang atau
barang dari beberapa jenis kekayaan tertentu yang mencapai jumlah yang ditentukan
pada suatu rentang masa, untuk kemudian dibagikan kepada beberapa golongan umat
yang masuk kedalam kriteria penerima zakat. Ibadah ini dinamakan zakat
dikarenakan harta yang dimiliki orang yang membayar zakat disucikan dan
derajatnya ditinggikan oleh Allah Swt. sehingga kedudukannya di mata Allah pun
terangkat.3
1H. Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 156.
2M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak  Asuransi dan Lembaga Keuangan (Cet. I;
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 1.
3Abdal Haqq Bewley dan Amal Abdal Hakim Douglas, Restorasi Zakat: Penegakan Kembali
Pilar yang Runtuh (Cet. I; Depok: Pustaka Aldina: 2005) h. 23.
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Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat berarti hartanya
berkurang, tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta
yang masih ada juga mambawa berkah.
Dalam referensi lain disebutkan bahwa zakat secara bahasa berarti tumbuh
(numuw) dan bertambah (ziyadah). Jika diucapkan zaka al-zar’, artinya adalah
tanaman itu tumbuh dan bertambah.    Jika diucapkan zaka al-nafaqah, artinya nafkah
tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna
thaharah yang berarti suci. Allah Swt. berfirman dalam Q.S as-Syams /91:9:

Terjemahnya:
Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.4
Maksud kata zakka dalam ayat ini adalah menyucikan dari kotoran. Arti yang
sama (suci) juga terlihat dalam Q.S al-A’la /87:1:

Terjemahnya:
Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).5
dan juga beberapa ayat lain yang menyebutkan tentang makna zakat.6
4Departemen Agama RI, op. cit., h. 595.
5Ibid., h. 591.
6Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab (Cet. VII; Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2008), h. 82.
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Adapun zakat menurut syara’ berarti yang wajib dikeluarkan dari harta.
Mazhab Maliki mendefenisikannya dengan “mengeluarkan sebahagian yang khusus
dari harta yang khusus pula yang telah mencapai batas kuantitas yang mewajibkan
zakat (nishab) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq), dengan
catatan kepemilikan itu penuh dengan mencapai setahun (hawl) bukan barang
tambang dan bukan pertanian”.7
Mazhab Hanafi mendefenisikan zakat dengan “menjadikan sebahagian harta
yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan
oleh syari’at karena Allah Swt.”. Kata “menjadikan harta sebagai milik”(tamlik) dalam
defenisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata pembolehan (ibahah).
Yang dimaksud dengan kata “sebahagian harta” dalam pernyataan di atas adalah
keluarnya manfaat harta dari orang yang memberikannya.
Yang dimaksud dengan “bagian yang khusus”adalah kadar yang wajib
dikeluarkan. Maksud“harta yang khusus” adalah batas (nishab) yang ditentukan oleh
syari’at. Maksud“orang yang khusus”adalah para mustahiq zakat. Yang dimaksud
dengan “yang ditentukan oleh syari’at”adalah seperempat puluh (2,5%) dari nishab
yang ditentukan dan yang telah mencapai hawl. Sedangkan yang dimaksud dengan
pernyataan “karena Allah Swt.”adalah bahwa zakat itu dimaksudkan untuk




Dengan demikian seandainya seseorang memberi makan seorang anak yatim
dengan niat mengeluarkan zakat, zakat dengan cara tersebut dianggap tidak sahih.
Lain halnya dengan jika makanan itu diserahkan kepada anak yatim tersebut, seperti
halnya ketika dia memberikan pakaian kepadanya dengan syarat kepemilikan harta
itu diikatkan kepadanya yakni yang menerimanya. Jika harta yang diberikan itu hanya
dihukumi sebagai nafkah kepada anak yatim syarat-syarat tersebut tidak diperlukan.
Menurut mazhab Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta
atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat
adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang
khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok yag khusus adalah delapan kelompok









Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan
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untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang
diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.9
Yang dimaksud dengan “waktu yang khusus”adalah sempurnanya kepemilikan
selama satu tahun (hawl), baik dalam binatang ternak, uang maupun barang
dagangan, yakni sewaktu dituainya biji-bijian, dipetiknya buah-buahan,
dikumpulkannya madu, atau digalinya barang tambang, yang semuanya wajib
dizakati. Maksud lain dari “waktu yang khusus” adalah sewaktu terbenamnya
matahari pada malam hari raya karena pada saat itu diwajibkan zakat fitrah.10
Pernyataan “wajib” berarti bahwa zakat tersebut bukan sunnah, seperti halnya
mengucapkan salam atau mengantarkan jenazah. Pernyataan “harta” berarti bahwa
zakat bukan berupa jawaban terhadap salam. Pernyataan “khusus” bararti bahwa harta
yang dizakati bukan harta yang berstatus wajib, artinya harta itu bukan harta yang
harus dibayarkan untuk utang atau untuk memberi nafkah kepada keluarga.
Pernyataan “kelompok yang khusus”berarti bahwa mereka bukan ahli waris pemberi
zakat. Dan pernyataan “waktu yang khusus”berarti bahwa waktu dikeluarkannya
zakat tersebut bukan waktu zakat yang dinazari atau zakat kafarat.11
Dari sini jelaslah bahwa kata zakat menurut terminologi para fuqaha
dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni peninaian hak yang wajib yang terdapat
dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan diwajibkan
9Departemen Agama RI, op. cit., h. 196.
10Wahbah al-Zuhayly, op. cit., h. 85.
11Ibid., h. 85.
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oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah
karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (shidq) seorang hamba dalam
beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Swt.
Terkait dengan intensitas penggunaan kata zakat dalam al-Qur’an, Qardhawi
berpendapat bahwa kata zakat dalam bentuk defenisi (ma’rifat) disebutkan tiga puluh
kali dalam al-Qur’an, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat
bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan








Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang
yang khusyu' dalam sembahyangnya, Dan orang-orang yang menjauhkan diri
dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, Dan orang-orang yang
menunaikan zakat.12
Qardhawi menambahkan bahwa dalam tiga puluh kali kata zakat disebutkan,
delapan kali kata zakat disebutkan, delapan kali terdapat di dalam surat-surat yang
turun di Makkah (Makkiyah) sedangkan lainnya diturunkan di Madinah
(Madaniyyah).13
12Departemen Agama RI, op. cit., h. 23.
13Sudirman, Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas (Cet. I; Malang: UIN Malang Pres,
2007), h. 15.
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Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta
pendayagunaan zakat.14
2. Tujuan Zakat
Yusuf al-Qardhawi membagi tiga tujuan zakat, yaitu:15
a. Dari pihak para wajib zakat (mizakki) zakat bertujuan antara lain untuk
menyucikan dari sifat kikir (bakhil), rakus, egoistis dan sejenisnya.
Melatih jiwa untuk bersifat terpuji seperti bersyukur atas ni’mat Allah swt.
mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat
diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih sayang
terhadap sesama, membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan
cacat, serta melatih diri agar menjadi pemurah, serta
menumbuhkembangkan harta itu sehingga memberi keberkatan kepada
pemiliknya.
b. Bagi penerima zakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama
kebutuhan primer sehari-hari dan tersucikannya hati mereka dari sifat
dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang
kaya yang bakhil. Selanjutnya akan muncul di dalam jiwa mereka rasa
14Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Perundang-Undangan Tentang
Pengelolaan Zakat (Makassar: Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 2007), h. 3.
15Abdurrachman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial (Cet. II; Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2001), 74-76.
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hormat, simpatik, serta rasa tanggung jawab untuk mengamankan dan
mendo’akan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang
pemurah.
c. Bagi kepentingan kehidupan sosial zakat bertujuan untuk merealisasi
fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah Swt. (jihad
fi sabilillah), dan mewujudkan keadilan sosial sosial ekonomi masyarakat
pada umumnya karena zakat bernilai ekonomi.
Lebih luas lagi Wahbah al-Zuhaili mengemukakan tujuan zakat bagi
kepentingan masyarakat, sebagai berikut:16
a. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial
dikalangan masyarakat Islam.
b. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi
dalam masyarakat.
c. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai
bencana, seperti bencana alam dan sebagainya.
d. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan
dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
e. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk suatu penanggulangan
biaya hidup bagi para gelandangan, para penganggur dan para tuna sosial
lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak
menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.
16Ibid., h. 76.
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f. Tujuan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia
No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat adalah:17
1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat
sesuai dengan ketentuan agama.
2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
Zakat juga merupakan kewajiban sosial tolong-menolong antara kaya dan
miskin untuk menciptakan keseimbangan sosial (equalebre socialle) dan
keseimbangan okonomi (equalebre economique), sekaligus untuk mewujudkan
kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketenteraman.18
Al-Tayyar menambahkan bahwa tujuan dan hikmah zakat selain sebagai
ibadah zakat juga bertujuan untuk menghapus berbagai dosa dan kesalahan, menolak
bala bencana, serta mendorong meningkatkan semangat dan produktivitas kerja,
sehingga pada gilirannya mampu menghilangkan sikap dan status seseorang dari
kemiskinan dan tangan di bawah (yad al-sufla).19
Mahmud Syaltout mengemukakan bahwa agama Islam dibangun di atas
landasan aqidah dan syari’ah yang tercermin pada rukun Islam yang lima. Kelima
rukun Islam itu mempunyai hubungan yang terkait antara satu dengan yang lainnya
yang terfokus pada dua hubungan, yaitu secara vertikal dengan Allah dan secara
17Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, op. cit., h. 4.
18Abdurrachman Qadir, op. cit., h. 76-77.
19Ibid., h.77.
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hotizontal dengan sesama manusia. Kedua hubungan tersebut dilambangkan dengan
ibadah shalat dan zakat.20
Khusus mengenai hubungan shalat dengan zakat, bahwa shalat adalah tiang
agama yang jika dilalaikan berarti merubuhkan tiang agama itu. Sedangkan zakat
merupakan tiang masyarakat yang apabila tidak ditunaikan dapat meruntuhkan sendi-
sendi sosial ekonomi masyarakat, karena secara tidak langsung penahanan (tidak
menunaikan) zakat dari orang-orang kaya itu merupakan perekayasaan pemiskinan
secara struktural.21
Zakat juga menjadi indikator dan garis pemisah antara muslim dengan non
muslim, iman dengan nifak dan antara keadilan dengan kezaliman, karena harta
benda yang dizakati itu adalah hak Allah, hak individu dan hak masyarakat.22
Zakat bukan satu-satunya kewajiban atas harta, tetapi masih banyak kewajiban
lainnya seperti membayar pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan
oleh penguasa, maupun pemberian yang didorong oleh rasa kebaikan hati seperti
sedekah, pinjaman kebaikan (qardul hasan) atau atas dasar belas kasihan serta atas
dasar rasa solidaritas kemanusiaan (charity).
Oleh karena itu zakat harus dikeluarkan secara ikhlas serta merta
mengharapkan ridha Allah Swt., karena segala sesuatu termasuk jiwa dan raga







Zakat yang mempunyai dimensi sosial disamping dimensi sakral, bila tidak
ditunaikan akan menimbulkan dampak yang negatif berupa kerawanan sosial, seperti
banyaknya pengangguran dan masalah-masalah sosial.
Tidak seorang muslim pun yang menyangkal peran pokok zakat dalam Islam
sebagai rukun yang sangat penting, yang sama pentingnya dengan shalat,
menyangkalnya serupa dengan kafir. Allah swt menyandingkan shalat dan zakat
bersama-sama sebanyak 29 kali dan sebagaimana telah dijelaskan oleh para ahli tafsir
bahwa penyandingan ini menunjukkan keterkaitan erat dari dua ibadah tersebut,
maksudnya adalah shalat tidak akan diterima kecuali jika penunaian zakat telah
dilaksanakan dengan baik dan benar, begitu pula sebaliknya. Meski sifatnya begitu
penting dan khalayak seolah meyakininya, namun jelas sama sekali bahwa mayoritas
besar umat muslim tidak menempatkan zakat pada kepentingan utama seperti yang
seharusnya.24
B. Dasar Hukum Zakat
Kesadaran berzakat perlu ditumbuhkan dari dalam diri setiap pribadi, tidak
berzakat karena terpaksa atau dipaksa apalagi karena malu kepada masyarakat sekitar.
Kalau sudah tumbuh kesadaran dari dalam diri masing-masing maka berapapun harta
yang diperoleh akan dikeluarkan hak orang lain yang ada dalam harta itu, bisa berupa
zakat sekiranya sudah memenuhi syarat, infaq atau sedekah. Dengan demikian harta
yang dimiliki sudah benar-banar bersih, baik harta yang dimiliki itu banyak maupun
sedikit.
24Abdal Haqq Bewley dan Amal Abdal Hakim Douglas, op. cit., h. 3.
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Sesudah perintah zakat tersebut dipahami dengan baik dan didorong oleh rasa
kesadaran bermasyarakat dan sebagai pernyataan syukur kepada Allah Swt., maka
apapun jenis zakat yang akan dikeluarkan itu, tidak akan ada yang merasa keberatan
malahan menambah ketenteraman jiwa.
Adapun landasan kewajiban zakat atau dasar hukum zakat diantaranya adalah
sebagai berikut:
1. Nash al-Qur’an25
Dalam al-Qur’an terdapat tiga puluh dua kata zakat, bahkan sebanyak delapan
puluh dua kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim
dengannya, yaitu sedekah dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung makna
bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangan penting.
Nasah al-Qur’an tentang zakat diturunkan dalam dua periode, yaitu periode





Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah
pinjaman yang baik.
dan dalam Q.S al-Bayyinah / 98:5:






Dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian
Itulah agama yang lurus.
selebihnya ayat tentang zakat diturunkan dalam periode Madina. Ayat-ayat tentang






Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang
ruku'.26





Jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-
rasul-Ku....27
26Departemen Agama RI, op. cit., h. 7.
27Ibid., h. 109.
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Perintah zakat yang diturunkan pada periode Mekah sebagaimana terdapat
dalam kedua ayat tersebut, baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir
miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan, sedangkan yang diturunkan ada
periode Madinah perintah tersebut telah menjadi kewajiban mutlak (il-zami).
Dilihat dari segi kebahasaan teks ayat-ayat tentang perintah zakat sebahagian
besar dalam bentuk perintah (amr) dengan menggunakan kata tunaikan (atu) yang
bermakna berketetapan, segera, sempurna sampai akhir, kemudahan, mengantar dan
seorang yang agung. Kata tersebut bermakna al-I’tha’, suatu perintah untuk
membayarkan atau menunaikan.
2. Nash al-Sunnah
Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun hadis-hadis yang berkaitan
dengan zakat sekitar delapan ratus hadis termasuk beberapa atsar. Diantara hadits
yang paling populer mengenai zakat adalah hadits yang diriwayatkan oleh imam
Bukhari dan Muslim berikut:
 ِ ّ ِدَْﯾﺑُﻋَﺎَﻧﺛﱠدَﺣ ِنْﺑ َسْوُﻣلﺎَﻗَﻧَرَﺑَْﺧأ َْﺔﻠَظْﻧَﺣﺎ ِْنﺑ ِْﻲَﺑأ ْنَﺎﯾْﻔُﺳ ْنَﻋ ِرْﻛَﻋ ِﺔَﻣ ِنْﺑ ْنَﻋِدِﻟﺎَﺧ ُنِْﺑا َرَﻣُﻋ َﻲِﺿَر
 ُ ﱣ َلﺎَﻗﺎَﻣُﮭْﻧَﻋ َلﺎَﻗ ُلْوُﺳَر ِ ﱣﻲﱠﻠَﺻ ُ ﱣ ِﮫْﯾَﻠَﻋ ْمﱠﻠَﺳَو َِﻲُﻧﺑ ُمَﻼْﺳ ِْﻹاَﻲﻠَﻋ ِسْﻣَﺧ َةدﺎَﮭَﺷ َْنا َﮫِٰﻟإَﻻ ُ ﱣ َِﻻإ
 ﱠَنإَواَد ﱠﻣَﺣُﻣ ُلْوُﺳَر ِ ﱣ َمﺎَِﻗإَو َﻼ ﱠﺻﻟا َة َةﺎَﻛ ﱠزﻟاِءَٰﺎﺗِْﯾإَو ﱡﺞَﺣْﻟاَو َمْوَﺻَو َنﺎَﺿَﻣَر
Artinya:
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Telah diberitakan kepada kami bahwa Abdullah bin Musa berkata: telah
diberitakan kepada kami bahwa Handzulat bin Abi Sufyan dari Akramatibnii
Kholiid dari Ibnu Umara’yang di ridhai Allah atas keduanya berkata: bersabda
Rasulullah Saw. Bahwa Islam dibangun atas tiga hal yaitu dua kalimta syahadat,
dirikan shalat, tunaikan zakat, haji dan puasa ramadhan.28
Ibadah zakat tidak sekedar kedermawanan (amal karitatif) tetapi ia suatu
kewajiban otoritatif (ijbari). Oleh  karena itu pelaksanaan zakat tidak seperti ibadah-
ibadah lainnya seperti shalat, puasa dan haji yang telah dibakukan dengan nash yang
penerapannya dipertanggungjawabkan kepada masing-masing.
Ibadah zakat dipertanggung jawabkan kepada pemerintah, karena dalam
pengamalannya lebih berat dibanding ibadah-ibadah yang lain. Untuk itu perlu
diperhitungkan adanya kepastian dan ketegasan dalam pelaksanaannya agar hak-hak
para ashnaf delapan terutama fakir miskin yang terdapat dalam harta orang kaya
dapat diterimanya dengan pasti dan demi tegaknya keadilan. Dasar hukum zakat juga
disebutkan dalam hadits riwayat Abu daud, Thabrani dan Baihaqi juga dijelaskan:
اُﻮﻨ ِّﺴَﺣ ْﻢَُﻜﻟاَﻮَْﻣا ِةﺎَﻛ ﱠﺰﻟﺎِﺑ
Artinya:
Bentengilah harta kamu dengan zakat.29
Hadits tersebut adalah sebagian dari nash al-Sunnah yang bersifat umum yang
menegaskan tentang kewajiban zakat mal dan zakat fitrah, sedangkan beberapa hadits
lain yang bersifat umum menjelaskan tentang sub-sub masalah zakat seperti jenis
28Abdurrachman Qadir, op. cit., h. 48.
29Ibid., h. 70.
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harta yang wajib dizakati, nishab, haul, asnaf delapan, dan hal-hal yang terkait
dengannya.
Beberapa nash hadits dengan menampilkan gaya bahasa yang bersifat anjuran
atau perintah (targhib), bersifat larangan (tarhib) dan tentang hikmahnya dengan
maksud untuk lebih mendorong orang secara sukarela mengeluarkan sebagian rezeki
yang diterimanya dari Allah Swt. dalam bentuk zakat.
3. Dalil Ijma’
Setelah Rasulullah Saw. wafat maka pemimpin pemerintahan dipegang oleh
Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Pada saat itu timbul gerakan
sekelompok orang yang menolak membayar zakat (mani’ al-zakah) kepada Khalifah
Abu Bakar al-Shiddiq. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat
memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk
menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan
mereka sebagai orang murtad.
Seterusnya pada masa tabi’in dan Imam Mujtahid serta murid-muridnya telah
melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan
kondisi ketika itu.30
4. Berbagai Pandangan Ulama
30Ibid., h. 49.
28
Meskipun berzakat memiliki landasan nash yang tegas, yaitu al-Qur’an dan
Hadits, tetapi dalam beberapa substansinya masih terdapat peluang timbulnya
berbagai penafsiran dan interpretasi terutama tentang konsep operasional
penerapannya dengan maksud agar kewajiban zakat benar-benar dapat dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya. Diantara permasalahan yang dikemukakan oleh para ulama
adalah dari aspek  dan penjabaran dalam penentuan hukuman dan tindakan terhadap
orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, diantaranya dikemukakan oleh:31
a. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa orang-orang yang enggan
mengeluarkan zakatnya harus diperiksa dan disumpah untuk membuktikan
keterangannya. Jika ternyata mereka dusta maka zakatnya harus dipungut
meskipun telah berlalu beberapa tahun dan diperhitungkan sebagaimana
mestinya.
b. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa zakat dari orang-orang kaya harus
dipungut secara paksa dan dikenakan ta’zir kalau perlu dikenakan hukum
tahanan jika mereka menentang. Dalam hal ini penguasa boleh mengambil
sikap tegas kalau perlu menyita sebanyak yang harus dikeluarka zakatnya.
c. Golongan Syafi’iyah berpendapat jika orang-orang yang enggan
mengeluarkan zakat itu menunjukkan sikap menentang kewajiban zakat,
maka dia jelas tergolong kafir dan boleh diperangi seperti memerangi orang
murtad. Tetapi jika pembangkanga itu karena kebandelannya, maka boleh
31Ibid., h. 57-60.
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disita hartanya atau orangnya dita’zirkan dan jika perlu dapat dihukum
kurungan.
d. Golongan Hanabillah berpendapat sebagaimana pendapat golongan
sebelumnya, dia juga memiliki sikap yang keras terhadap orang yang
enggan mengeluarkan zakat, karena merupakan hak orang miskin dan
delapan ashnaf lainnya yang harus ditunaikan muzakki secara jujur. Sikap
keras golongan Hanabillah ini diberlakukan kepada orang-orang yang
secara sengaja menghindar dari kewajibannya, sedangakan bagi mereka
yang belum memahami betapa pentingnya memahami zakat dapat
dilakukan dengan sikap yang bijaksana namun tidak melepaskan mereka
dari kewajibannya.
Ahmad al-Thayyar membedakan antara pembangkang individu dan kelompok.
Jika secara individu, maka penguasa boleh mengambil tindakan yang bersifat edukatif
atau sanksi lainnya, sedangkan zakatnya tetap dipungut sampai seperdua dari jumlah
hartanya. Jika penolakan itu secara berkelompok maka pemerintah harus memberikan
peringatan atau ultimatum. Jika tidak diindahkan, maka penguasa melakukan
tindakan kekerasan, yaitu menumpasnya sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah
Abu Bakar, karena mereka telah dianggap murtad dan boleh dibunuh.32
Ali Muhammad al-Ammary berpendapat bahwa kewajiban zakat itu
berdasarkan kitab, sunnah dan ijma’. Siapa yang mengingkari kewajibannya maka dia
32Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Thayyar, Al-Zakah wa Tathbigatuha al-Mu’ashirah
(Cet. 11; Riyadh: Dar al-Wathan, 1414 H), h. 36.
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dihukum kafir. Jika mengingkarinya karena kebakhilan semata maka hartanya dapat
disita secara paksa. Adapun jumlah harta yang dapat disita itu adalah separohnya.33
Al-Qardhawi dengan tegas menetapkan bahwa orang yang menolak
mengeluarkan zakat dihukum kafir. Karena membayar zakat bukan sekedar karena
kebaikan hati tetapi ia merupakan suatu bentuk pengembalian atau pembayaran
pinjaman yang diamanahkan oleh Allah, dan merupakan pembebasan hak yang
dipercayakan kepada orang-orang kaya. Hutang kepada Allah itu dibayarkan kepada
fakir miskin yang telah didelegasikan oleh Allah Swt. Maka zakat otomatis menjadi
hak milik fakir miskin.34
Ibnu Juza’i mengemukakan bahwa orang yang menentang kewajiban zakat
boleh diperangi sampai mereka menyerah dan mau membayar zakatnya.35
Al-Zahaby mengkategorikan orang yang tidak mau membayar zakat tergolong
pemikul dosa besar, kedalam kategori pembangkang zakat termasuk orang-orang
yang sengaja dan mencari-cari alasan sehingga dia berusaha melepaskan dari
jangkauan petugas zakat.36
33Ali Muhammad al-Ammary, Al-Zakah Falsafatuha wa Ahkamuha (Cet. III; Makkah al-
Mukarramah: Da’wah al-Haq, Rabithah al-Islami, 1414 H), h. 36.
34Abdurrachman Qadir, op. cit., h. 60.
35Ibnu Juza’i, Al-Ibadah fi Al-Islam (Cet. III; Kuwait: Darul Fikr, 1989), h. 735.
36Muhammad Ibn Usman Al-Zahaby, The Major Sin (Min al-Kabair), ( Kuwait: Darl Fikr), h.
33.
31
C. Landasan Historis, Filosofis dan Sosiologis
Rasulullah Saw. diutus kebumi ini dengan tujuan antara lain memperbaiki
akhlak manusia yang ketika itu sudah mencapai batas ambang kerusakan yang sangat
membahayakan bagi masyarakat. Kerusakan tersebut terutama disebabkan oleh sikap
dan perilaku golongan penguasa dan pemilik modal yang umumnya bersikap zalim
dan sewenang-wenang. Orang kaya mengeksploitasi golongan lemah dengan berbagai
cara seperti sistem riba, berbagai bentuk penipuan, dan kejahatan ekonomi lainnya.
Dalam suasana memuncaknya praktek riba inilah turun beberapa ayat al-
Qur’an yang menganjurkan supaya orang-orang kaya membantu orang-orang lemah
melalui zakat, infak dan sedekah.
Dari segi sejarah kewajiban berzakat sudah disyari’atkan Allah kepada para
Nabi dan Rasul sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim As. Hal ini






Dan Telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan
sembahyang, menunaikan zakat, dan Hanya kepada kamilah mereka selalu
menyembah.37
37Departemen Agama RI, op. cit., h. 328.
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Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia
adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.38
Ayat ini menunjukkan pujian yang indah, sifat yan terpuji dan persahabatan yang
kokoh, dimana beliau (Nabi Ismail As.) adalah seorang yang sabar dalam ketaatan
kepada Rabb-nya serta memerintahkan juga kepada keluarganya.39
Bahkan terhadap Bani Israil, umat Nabi Isa, syari’at zakat udah diterapkan











Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah
kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum
kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata
38Ibid., h. 309.
39Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir (Cet. I
(Jilid IV); Pustaka Imam Asy-Syafi’i: Jakarta, 2009), h. 113.
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yang baik kepada manusia, Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian
kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan
kamu selalu berpaling.40
Dalam ayat ini Allah Swt. menceritakan pada mereka hal yang paling penting
menyangkut apa yang diperintahkan pada nenek moyang mereka yaitu perintah
peribadatan dan muamalat. Tetapi bagaimana sikap mereka selanjutnya dalam
menanggapi perintah-perintah tersebut, ternyata mereka enggan melaksanakannya
dan malas menuruti perintah-perintaah tersebut. 41
Nabi Isa ketika masih dalam buaian telah menyampaikan suatu ucapan





Dan dia menjadikan Aku seorang yang diberkati di mana saja Aku berada, dan
dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat
selama Aku hidup.42
Para ulama ahli fiqih telah sepakat tentang firman Allah Swt. ini, jika
dikatakan apa keberkahannya seorang ulama itu berkata amar ma’ruf dan nahi
munkar dimanapun Isa As. berada. ‘Abdurrahman bin al-Qasim dari Malik bin Anas
berkata tentang firman Allah di atas bahawa “Allah mengabarkan kepada Isa As.
40Departemen Agama RI, op. cit., h. 12.
41Ahmad Mustafa al-Maragi, Terjemah TAfsir al-Maragi (Cet. II; Semarang: PT. Karya Toha
Putra Semarabng, 1992), h. 279.
42Departemen Agama RI, op. cit., h. 307.
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tentang sesuatu yang menjadi urusannya hingga hari kematiannya, sesuatu yang telah
ditetapkan Allah Swt. untuk ahli qadar.43
Demikian pula terhadap ahli kitab pada umumnya kewajiban zakat telah







Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan
supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian
Itulah agama yang lurus.44
Namun demikian penerapan zakat pada agama-agama sebelum Islam belum
merupakan suatu kewajiban mutlak yang ilzami, tetapi ia bersifat solidaritas sosial
dan rasa belas kasihan (charity) dalam rangka menyantuni orang-orang miskin.
Barulah dalam syari’at agama Islam zakat ditetapkan menjadi suatu kewajiban yang
bersifat kewajiban mutlak (ilzami-ijbari) sehingga dijadikan rukun Islam.45
Ibadah zakat meskipun ia sebagai kewajiban agama berdasarkan nash-nash
normatif tetapi ia dapat dipahami secara logika dan filosofis. Landasan logika dan
43Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, op. cit., h. 100.
44Ibid., 598.
45Abdurrachman Qadir, op. cit., h. 50-52.
35
filosofis ini meliputi pertimbangan logika tentang mengapa zakat itu diwajibkan, apa
fungsi dan peranannya sehingga diyakini bahwa ibadah zakat sangat logis sesuai
dengan pertimbangan akal yang sehat dan hati nurani yang beriman serta dilihat pula
dari sisi hikmah dan rahasia yang terkandung dalam syari’at zakat.
Berikut ini dikemukakan beberapa argumen logika oleh beberapa pakar
diantaranya pendapat yang menyatakan, Allah mewajibkan setiap orang yang masih
mampu bekerja dan berusaha agar giat mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan
hidupnya. Tetapi tidak semua orang mempunyai kesanggupan dan kemampuan
bekerja atau berusaha, dan tidak semua orang memperoleh harta secara mudah seperti
harta warisan atau mempunyai kaum kerabat yang kaya yang mau menanggung biaya
hidupnya dan berbagai problema sosial dan kesulitan hidup yang menimpa nasib
sebagian manusia, sehingga mereka tenggelam dalam kemelaratan dan kemiskinan.
Sementara sebagian manusia yang hidup dalam serba berkecukupan tidak
memikirkan nasib mereka yang miskin padahal Allah Swt. telah menetapkan hak
mereka yang miskin itu di dalam harta orang-orang kaya secara tegas dan pasti, yaitu
melalui syari’at zakat, infak dan kewajiban bidang harta lainnya.
Al-Thayyar memaparkan argumen logika zakat bahwa akal sehat tidak bisa
menerima dua dikotomi, yaitu adanya orang mati terlalu kenyang karena banyaknya
yang dimakan, dan adanya orang mati kelaparan karena tidak ada yang bisa dimakan.
Selanjutnya dia mengemukakan bahwa akal sehat tidak dapat menerima adanya orang
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yang memberikan  kelebihan makanannya untuk anjing, sementara ada orang-orang
yang mengais rezeki kian kemari tetapi tidak mendapatkannya.46
Al-Kasani mengemukakan argumen logika zakat dari beberapa sisi, antara
lain:47
a. Membayar zakat itu tergolong kedalam membantu orang lemah untuk
memulihkan kemampuan mereka, sehingga mampu menunaikan
kewajibannya kepada Allah Swt. dan keutuhan akidah serta akhlaknya dan
segala akibat kemiskinan yang dialaminya.
b. Membayar zakat itu hakikatnya untuk kepentingan diri orang kaya itu
sendiri, yaitu menyucikan jiwa dan hartanya dari berbagai noda dan dosa,
memperhalus budi pekerti dengan sifat pemurah dan menjauhkan sifat pelit
dan egoistis, bersikap toleran, menjaga amanah dan menyampaikan hak
kepada mereka yang berhak.
c. Bahwa mensyukuri nikmat adalah wajib baik ditinjau secara logika
maupun dari segi syari’at dan etika, sedangkan membayar zakat merupakan
salah satu wujud mensyukuri nikmat Allah yang telah melimpahkan rezeki-
Nya kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya secara selektif sehingga
ada yang kaya dan ada yang miskin. Apakah orang-orang yang beruntung
memperoleh rezeki yang banyak itu tidak bersyukur dalam bentuk
mengeluarkan sebagian kecil (rata-rata 2,5%) dari nishab hartanya.
46Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Thayyar, op. cit., h. 37.
47Thaha Abdullah,Afifi, Haq al-Sail wa al-Mahrum (Cairo: Dar al-Ittisam, 1980), h. 35.
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d. Jika diperhatikan secara seksama bahwa salah satu penyebab terjadinya
kebinasaan umat terdahulu karena kebakhilan orang-orang kaya yang tidak
mau memperhatikan nasib orang-orang miskin yang hidup serba
kekurangan sementara mereka bergelimang dalam kemewahan dan
berpoya-poya. Orang kaya seperti ini termasuk zalim dan kufur nikmat
(Q.S. al-Waqi’ah/ 56: 41-46).
Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pandangannya bahwa dengan
memberikan zakat dari orang kaya si miskin merasa dibantu dan berterima kasih dan
dapat saling menolong. Orang miskin diberi zakat akan membuat orang kaya dengan
memberikan zakat, kalau tidak memberikan zakatnya orang miskin akan jadi musuh
bagi orang kaya dan tidak mustahil akan merampok harta orang kaya.48
Dilihat dari aspek sosiologos manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon)
memiliki rasa kemanusiaan, belas kasihan dan tolong menolong. Akal manusia yang
sehat pasti cenderung kepada sifat-sifat seperti diatas dan menolak sikap dan perilaku
individualistis dan egoistis. Justru itulah ibadah zakat dibagi dalam dua bentuk, yaitu
zakat harta (maal) dan zakat fitrah.
Zakat yang merupakan pemberian materi yang tidak mudah dipahami oleh
karena itu zakat tidak mudah diamalkan, kecuali apabila terlebih dahulu dipahami dan
diyakini segi-segi keuntungan dan dampaknya.
Secara sosiologis zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan,
keimanan serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang
48Abdurrachman Qadir, op. cit., h. 54-55.
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kaya. Tidaklah etis sebagai seorang mahluk sosial mau hidup sendiri tanpa
memperhatikan kesulitan orang lain. Meskipun kejahatan sering merajalela dimuka
bumi, namun sejalan dengan itu sifat dan rasa belas kasihan dan tolong-menolong
sudah pun sudah menjadi budaya sejak adanya manusia dan tidak akan pernah hilang.
Justru itu zakat merupakan suatu kewajiban yang abadi yang sudah disyari’atkan pula
atas umat-umat sebelum Islam.
Untuk memahami hakikat dan esensi zakat secara rasional dan logis tidaklah
mudah karena dalam syari’at zakat ini terkandung suatu nilai sakral dan eternal
bahkan nilai ekonomik yang agak sulit dipahami oleh orang awam apalagi untuk
diamalkan. Konsep zakat lebih mudah dipahami dan diamalkan bila terlebih dahulu
dipahami hikmah dan rahasianya yang paling mendasar, diantaranya dengan melihat
aspek filosofis berupa hikmahnya mengapa zakat diwajibkan.
Secara filosofis fakta dan realitas dikontakkan manusia menjadi dua golongan
oleh Allah yaitu kaya dan miskin, harus dipahami sebagai kerangka rencana Allah
dalam menciptakan keseimbangan yang harmonis dan mewujudkan keadilan yang
hakiki serta mendidik manusia supaya menghayati dan menerapkan sikap dan
perilaku yang berkeadilan (ummatun wasatan).
Allah menetapkan sunnah-Nya dalam suatu kelebihan dan kekurangan.
Sekiranya Allah samakan saja posisi dan tingkatan-tingkatan rezeki seperti sama-
sama kaya atau sama-sama miskin, maka hukum hukum tidak diperlukan. Dengan
kata lain hukum tidak ada dan jika tidak ada hukum maka kehancuran akan terjadi
karena masing-masing orang akan akan berbuat atau berperilaku semaunya sendiri
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menurut yang terbaik baginya. Akibatnya akan terjadi berbagai benturang yang
bermuara kepada pemusnahan (hukum rimba).
Berzakat adalah sebagai refleksi atau realisasi dari rasa keadilan yang
bersumber dari akal sehat yang menurut konsep teologi golongan rasional seperti
Mu’tazilah, bahwa akal sendiri sudah mampu menetapkan perbuatan yang baik dan
buruk. Justru itu orang yang sadar dengan kewajiban membayar zakat digolongkan
pada orang baik, pemurah dan berkeadilan. Sedangkan orang yang tidak mau
membayarkan zakat digolongkan pada sikap asusial, bakhil dan tidak manusiawi serta
tidak berkeadilan. Dalam hal ini rasa keadilan dan berbuat adil adalah suatu
kebaikan.49
D. Jeni-Jenis Zakat
Di dalam al-Qur’an sebenarnya tidak secara jelas dan tegas dinyatakan harta
yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sunnah Rasulullah-lah yang menjelaskan lebih
lanjut mengenai harta yang wajib dizakati dan jumlah yang wajib dikeluarkan. Zakat
terdiri atas tiga jenis, yaitu, zakat firah, zakat harta (maal), dan zakat profesi.
1. Zakat Fitrah
Zakat fitrah adalah Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri
pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan
pokok yang ada di daerah bersangkutan.Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua
49Ibid., h. 52-57.
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hijrah, yaitu pada saat puasa ramadhan diwajibkan untuk menyucikan diri orang yang
berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada  gunanya. Zakat fitrah itu
diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka dan jangan
sampai meminta-minta pada hari raya.Zakat fitrah itu zakat pribadi yang bertujuan
untuk membersihkan pribadi, sebagimana zakat harta untuk membersihkan harta.50
Sebagai landasan hukum zakat fitrah diwajibkan adalah firman Allah Swt.




Sungguh telah menang orang yang mengeluarkan zakat (fitrahnya) menyebut
nama Tuhanmu  (mengucap takbir, membesarkan Allah) lalu ia mengerjakan
shalat (hari raya Idul Fitri).51
juga dalam hadits Rasilullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a:
 َضَﺮَﻓ َلْﻮُﺳَر ِ ﱣﻲَﻠَﺻ ُ ﱣ ِﮫْﯿَﻠَﻋ ْﻢﱠﻠَﺳَو َةﺎَﻛَز ِﺮْﻄِﻔْﻟا ْﻦِﻣ َنﺎَﻀَﻣَر َةَﺮْﮭُط ِﻢِﺋﺎ ﱠﺼﻠِﻟ َﻦِﻣ ِﻮْﻐﱠﻠﻟا
 َِﺚﻓ ﱠﺮﻟاَو َو ِﻦْﯿِﻛﺎَﺴَﻤْﻠِﻟ◌ًَﺔَﻤْﻌُط
Artinya:
Rasulullah Saw. telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang
berpuasa dari segala perkataan yang keji dan buruk yang mereka lakukan dalam
mereka berpuasa dan untuk menjadi makanan bagi orang yang miskin.(HR. Abu
Daud dan Ibnu Majah).52
50M. Ali Hasan, op. cit., h. 107.
51Departemen Agama RI, op. cit., h. 591.
52M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat (Cet. I; Semaranng: Pustaka Rizki Putra, 2009),
h.220.
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Jumhur ulama salaf dan khalaf berbeda pendapat bahwa zakat fitrah adalah wajib,
karena ada kata fardhu. Di samping itu perintah menunaikan zakat secara umum





Dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya
kamu diberi rahmat.53
Zakat fitrah diharapkan mampu mengatasi kesulitan yang mereka hadapi dan
sekurang-kurangnya pada saat lebaran itu, mereka dapat turut berbahagia dan
melupakan penderiataan mereka.
2. Zakat Harta (maal)
Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan,
pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak.
Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu dalam Majmu’ Al-Fatawa
(25/8) menerangkan bahwa zakat hanya disyariatkan pada jenis-jenis harta yang
mengalami pertambahan. Ada yang bertambah dengan zatnya itu sendiri, seperti
binatang ternak dan hasil bumi. Ada pula yang bertambah dengan pergantian zat dan
penggunaannya, seperti emas.54
53Departemen Agama RI, op. Cit., h. 357.
54Abu Abdillah Muhammad Al-Makassari, Jenis-Jenis Harta yang Diperselisihkan Zakatnya,
(22 Desember 2009), www.asysyariah.com (Diakses 25 April 2012).
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Semakna dengan ini adalah pernyataan Al-’Allamah Ibnu ‘Utsaimin
rahimahullahu dalam Asy-Syarhul Mumti’ (6/17): “Zakat tidak diwajibkan atas
setiap harta. Zakat hanya diwajibkan atas harta yang mengalami pertambahan
secara hakiki atau secara hukum. Yang bertambah secara hakiki seperti: hewan
ternak, biji-bijian dan buah-buahan, dan harta perdagangan. Yang bertambah secara
hukum seperti: emas dan perak jika tidak diperdagangkan. Sebab meskipun keduanya
tidak bertambah, namun secara hukum dianggap bertambah, karena kapan saja
seseorang menghendaki dia bisa memperdagangkannya.”55
Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullahu dalam Zadul Ma’ad (2/5):
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat pada empat jenis harta
yang merupakan harta-harta yang paling banyak beredar di kalangan manusia dan
kebutuhan akan mereka demikian urgen, yaitu: Binatang ternak, Biji-bijian dan buah-
buahan (hasil pertanian), zakat uang, emas dan perak, Harta perdagangan dengan
berbagai macamnya.56
Di dalam al-Qur’an hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai
harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti:57
55Ibid.
56Ibid.
57M. Ali Hasan, loc. cit.
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a. Harta Binatang Ternak
Binatang amat banyak jenisnya, tetapi tidak semua binatang bermanfaat bagi











Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu)
yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu
makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu
membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat
penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu
tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang
memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang.58
Ayat diatas hanya satu dari beberapa ayat yang Allah turunkan sebagai
penjelasan tentang tujuan dari hewan ternak. Semua hewan ternak diciptakan Allah
untuk tujuan kepentingan manusia, seperti untuk dimakan, dijadikan alat pengangkut
dan transportasi (terutama di desa-desa), untuk membajak, dan untuk tunggangan
(kuda).
58Departemen Agama RI, op. cit., 267-268.
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Semua itu jelas ni’mat dan rahmat dari Allah Swt. dan sangat pantas untuk
disyukuri. Untuk mewujudkan kesyukuran secara nyata adalah dengan zakat sesuai
dengan petunjuk al-Qur’an dan sunnah.
Zakat yang dikeluarkan itu diatur sedemikian rupa agar teratur dalam
pelaksanaanya, tidak menurut kehendak hati orang yang akan menunaikan zakat itu.
b. Biji-bijian dan buah-buahan (hasil pertanian)
Sebelum manusia diciptakan oleh Allah telah disiapkan terlebih dahulu apa
yang diperlukan manusia itu. Bahkan yang paling banyak dibutuhkan manusia itu
adalah hasil bumi (prtanian). Pertanianlah yang merupakan sumber kehidupan






Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami
adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. amat sedikitlah kamu
bersyukur.59
Bahan dan sarana telah disediaakan oleh Allah, manusia tinggal mengolahnya
sesuai dengan keperluannya. Kemurahan Allah dan karunia yang dilimpahkan-Nya
biasanya kurang disyukuri oleh manusia oleh karenanya banyak manusia yang tidak
menyadari tentang kawajibannya dalam berzakat, karena mereka tidak pernah merasa
cukup apalagi merasa lebih atas harta yang mereka dapatkan.
59Ibid., h. 151.
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Pertanian harus ditangani dengan ilmu pengetahuan, karena sebagian tanah
cocok untuk tanaman tertentu dan sebagian lagi cocok untuk tanaman yang lain.
Namun tanaman apapun yang kita tanam wajib dikeluarkan zakatnya sebagai tanda
syukur kepada Allah, apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Sebagian manusia
baru mau bersyukur apabila diperintah lebih dahulu dan tidah atas kesadaran sendiri.













Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak
berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya,
zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya).
makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan
tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir
miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang yang berlebih-lebihan.60
Dalam ayat tersebut disebutkan kalimat “dan tunailaknlah haknya” oleh ulama
ditafsirkan (at-Thabrani) dan ulama lainnya, bahwa pengertian hak adalah zakat.
60Ibid., h. 146.
46
Landasan kedua adalah sabda Rasulullah, yang iriwayatkan oleh Muslim dan Abu
Daud dari Jabir bahwasanya beliau mendengar Rasulullah bersabda:
 َِﺖﻘَﺳﺎَﻤْﯿِﻓ ُﻢَْﯿﻐْﻟاَوُرﺎَﮭَْﻧْﻻا ُﺮُْﺸﻌْﻟاﺎَﻤْﯿِﻓَو ُﺳ َﻲِﻘﺎِﺑ َِﺔِﯿﻗﺎﱠﺴﻟ ُﻒِْﺼﻧﺮُْﺸﻌْﻟا
Artinya:
Yang diairi oleh air hujan (tadah hujan) mata air, atau air tanah zakatnya 10%,
sedangkan yang pengairannya dengan penyiraman zakatnya 5%.61
Sebagai landasan ketiga adalah ijma’, yaitu kesepakatan ulama untuk menetapkan
zakat pertanian sebesar 10% atau 5%.
c. Zakat Uang, Emas dan Perak
Zakat dan emas dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri
dalam masyarakat. Emas dan perak dibuat untuk berbagai macam perhiasan, terutama
emas bagi kaum wanita. Selai perhiasan yang dipakai sehari-hari seperti cincin,
kalung, gelang, anting-anting dan lain-lainnya juga dibuat untuk hiasan dalam rumah
tangga seperti bejana, ukir-ukiran, suvenir dan sebagainya.
Mengenai emas dan perak yang dimiliki seseorang bila telah sampai nisabnya













Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang
alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan
jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan
orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada
jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan
mendapat) siksa yang pedih.62
di samping itu emas dan perak juga dijadikan standar dalam menentukan nisab uang
yang wajib dikeluarkan zakatnya.
d. Harta Perdagangan Dengan Berbagai Macamnya
Dalam kehidupan sehari-hari banyak yang diperlukan oleh anggota
masyarakat. Mulai dari keperluan pokok sehari-hari sampai kepada keperluan-
keperluan lainnya. Tidak semua orang memiliki apa yang diperlukannya. Barang-
barang yang diperlukannya itu ada yang dijual dipasar, dengan demikian terajdilah
jual beli dan yang dibenarkan diperjualbelikan menurut Islam adalah barang-barang
yang tidak diharamkan, seperti babi, minuman keras, dan lain-lain yang diharamkan
oleh agama Islam. Disamping itu sangat menentukan adalah nilai-nilai moral seperti
kejujuran, kebenaran dan tidak hanyut dalam kegiatan dagang dan mengabaikan
kewajiban terhadap agama.
62Departemen Agama, op. cit., h. 192.
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Harta dagang maksudnya harta yang diperdagangkan. Dalam hal ini Ibnu
Hazm berpendapat bahwa harta dagang itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab
tidak ada nash yang datang dari Rasulullah tentang kewajiban zakat atas harta
kekayaan jenis ini. Sedangkan hukum wajib zakat harta dagang berdasarkan pendapat
sahabat juga sabda Rasulullah:
 َنﺎَﻛ ُلْﻮُﺳَر ِ ﱣ ﱠﻞَﺻ ُ ﱣ ِﮫَﯿﻠَﻋ َو َﻢﱠﻠَﺳ ْﺄَﯾ ُﻣ ُﺮَﺎﻧ َْنا َجُﺮَْﺨﻧﺎ ﱠﻤَِﻣﺔََﻗﺪ ﱠﺼﻟا ﱠﺪُِﻌﻧ ِﻊْﯿَﺒْﻠِﻟ
Artinya:
Rasulullah Saw. memerintahkan kepada kami supaya menegeluarkan sedekah
dari apa yang kami jual.(HR. Abu Daud).63
Dalam hadits tersebut ada kalimat perintah untuk bersedekah. Kalimat
perintah menunjukkan wajib dilaksanakan dan zakat itu wajib, sedangkan sedekah
hukumnya sunnah.64
Jumhur ulama mewajibkan zakat atas harta dagang. Mereka yakin bahwa para
sahabat tidak bertindak gegabah dalam menetapkan suatu hukum, seperti Abu Bakar,
Umar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Mu’az bin Jabal, Abdullah bin Mas’ud,
dan lain-lain.
e. Zakat Madu dan Produksi Hewani
Dalam al-Qur’an kita temukan satu surat yang berarti lebah (an-Nahl). Lebah
adalah penghasil madu dan madu itu merupakan karunia Allah kepada hamba-hamba-
63M. Ali Hasan, op. cit., h. 48.
64Ibid., h. 48.
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Nya yang wajib disyukuri oleh umat manusia, terutama manusia yang mendapat hasil
lebih dari itu dan bentuk kesyukuran itu dapat diwujudkan dengan berzakat.
Madu adalah obat penyembuh penyakit manusia yang diramu dan diolah
dalam perut lebah dari bahan alami, berupa buah-buahan dan kembang-kembang.
Pada masa lalu lebah-lebah itu membuat sarang dihutan-hutan di pohon kayu dan
sampai saat ini pun masih demikian keadaannya. Tetapi pada saat ini orang tidak
hanya mengandalkan madu daru hutan-hutan, karena sudah ada yang sengaja
mengadakan ternak lebah yang menghasilkan madu walaupun mutunya mungkin












Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit,
di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia", Kemudian
makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu
yang Telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu)
yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang
menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.65
65Departemen Agama RI, op. cit., h.274.
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Madu sebagai obat tidak ada orang yang meragukannya, karena disamping
sebagai obat minuman madu itu amat menyegarkan bagi orang yang sehat sekalipun.
Mengenai pembayaran zakat untuk madu terdapat perbedaan pendapat antara lain:
a. Imam Abu Hanifah dan pengikut-penguikutnya berpendapat bahwa madu
wajib dikeluarkan zakatnya dan besar zakatnya sebanyak 10%. Imam
Ahmad juga sejalan pendapatnya dengan Abu Hanifah. Umar bin Khattab
pun pernah memungut zakat madu itu. Sebagai landasan yang
dipergunakan oleh Imam Abu Hanifah dan ulama yang sependapat
dengnnya adalah sabda Rasulullah Saw. yang artinya:
Sesungguhnya Rasulullah mengambil zakat madu sebesar 10%. (HR. Ibnu
Majah dan Daru Quthni).
Rasulullah bersabda, yang artinya:
Abu Sayarah al-Mut’i berkata: saya bertanya pada Rasulullah, bahwa saya
mempunyai lebah. Beliau bersabda: ”keluarkanlah 10%. Saya meminta
kepada Rasulullah agar gunung saya dilindungi. Rasulullah pun melindungi
gunung tersebut untuk saya. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).
Disamping hadits tersebut diatas berdasarkan logika dan qiyas pun dapat
dibenarkan, sebab madu itu terbentuk dari intisari tanaman dan bunga-
bungaan yang berarti sama dengan buah-buahan, biji-bijian dan tanaman
lainnya yang telah diolah menjadi madu oleh lebah.
b. Imam Malik, Syafi’i dan ulama lainnya
Imam Malik, Syafi’i, Ibnu Abi Laila, Hasan Abi Shalih dan Ibnu al-
Mundzir berpendapat bahwa madu tidak wajib zakat dengan alasan sebagai
berikut:
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1) Hadits-hadits yang disebutkan di atas dianggap tidak kuat dan tidak
dapat dijadikan dalil dalam menetapkan zakatnya.
2) Madu merupakan cairan yang sama kedudukannya dengan susu hewan.
Sedangkan susu tidak dikenakan zakat. Yusuf Qardhawi memilih
pendapat mewajibkan zakat karena madu juga merupakan karunia Allah.
Pada zaman sekarang ini orang banyak beternak sapi untuk diambil susunya
dan beternak ulat sutera. Baik susu maupun benang sutra adalah produk hewani
sebagaimana halnya madu. Di Indonesia ini kita juga mengenal ada ternak ayam yang
menghasilkan telur, ini juga produk hewani.
Sebagian ulama fiqh dari madzhab Zaidiyah mengatakan bahwa zakat susu
dan benang sutra dikeluarkan zakatnya sebanyak seperti barang perdagangan, yaitu
sebesar 2,5% nilainya diperhitungkan sesudah sampai satu tahun.
f. Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut
Tambang yang dihasilkan dari dalam (perut) bumi cukup banyak jenisnya.
Menurut Ibnu Qudamah contoh tambang adalah emas, perak, timah, besi, intan, batu
permata, batu bara, dan lain-lain. Barang tambang yang cair seperti aspal, minyak
bumi, belerang, gas, dan sebagainya.
Semua benda tersebut merupakan kekayaan yang amat tinggi nilainya. Bahkan
bahan bakar minyak (BBM) sangat penting kegunaannya dalam kehidupan sehari-
hari. Bahan bakar minyak ini pula yang menjadi sumber kekayaan negara seperti di
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Saudi Arabia, Irak, Kuwait, dan negara-negara lain. Di Indonesia minyak menjadi
salah satu sumber kekayaan negara di samping gas, batu bara, timah dan lainnya.
Mengenai barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya para ulama
berbeda pendapat:
a. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa barang tambang yang
pengolahannya menggunakan api dikenakan zakat.
b. Imam Syafi’i berpendapat bahwa barang tambang yang wajib dikeluarkan
zakatnya hanya emas dan perak saja, sedangkan yang lainnya seperti besi,
tembaga, timah, kristal, batu bara dan permata-permata lainnya seperti
yakut, akik, firus zamrud, dan lain-lainnya tidak wajib.
c. Imam Hambali berpendapat bahwa semua barang tambang wajib
dikeluarkan zakatnya dan tidak ada perbedaan antara yang diolah dengan
api dan yang tidak diolah dengan api. Demikian pula prndapat madzhab
Zaid bin Ali Baqir dan Shadiq dari golongan Syi’ah.
Untuk zakat kekayaan hasil laut para ulama berbeda pendapat dalam
penetapan zakatnya.
a. Abu Hanifah, Hasan bin Shalih serta madzhab Syi’ah Zaidiyah dan para
ulama yang sejalan fikirannya dengan Abu Hanifah berpendapat bahwa
hasil kekayaan laut itu tidak dikenakan zakatnya keran tidak ada nash yang
tegas dalam penetapan hukumnya.
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b. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kekayaan hasil laut
itu zakatnya 20%. Ulama yang berpendapat demikian diantaranya Abu
Yusuf (sahabat dari murid Abu Hanifah dan Ahmad).
Menurut Imam Malik dan Syafi’i besar zakatnya harus dibedakan sesuai
dengan berat ringan mengusahakannya, besar biaya atau tidaknya dalam
pengolahannya. Mengengat masalah ini adalah masalah ijtihadi maka kita
menimbang dan memilih pendapat mana yang paling tepat dan yang
terpenting tidak mengelak dari kewajiban membayar zakat.
g. Zakat Infestasi
Infestasi adalah penanaman modal atau uang dalam proses produksi (dalam
pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan ongkos,
serat perkembangannya).
Pada saat ini penanaman modal dilaksanakan dalam berbagai bidang usaha,
seperti perhotelan, perumahan, wisma, pabrik, transportasi, pabrik, pertokoan dan
masih banyak lagi jenisnya.
Para pengusaha ingin mengembangkan usahanya menurut keahlian masing-
masing  dan semuanya menginginkan mendapatkan keuntungan. Dalam pengertian
lain ingin mengembangkan modal masing-masing pengusaha. Kendatipun penanaman
modal (investasi) tersebut mendatangkan hasil, tetapi masih terdapat perbedaan
pendapat mengenai pembayaran zakat untuk usaha ini:
a. Para ualama yang tidak mewajibkan zakat infestasi
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Sebagaian ulama memandang bahwa investasi dalam bentuk gedung-
gedung, pabrik, dan sebagainya yang disebutkan di atas tidak dikenakan
zakat karena pada masa Rasulullah, para sahabta tidak penah menetapka
hukumnya. Kelompok ini berpegang pada lahiriah nash (al-Qur’an dan
sunnah). Pendapat ini dianut oleh madzhab lahiriah (Ibnu Hazm).
b. Para ulama yang mewajibkan zakat  infestasi
Sebagian ulama berpendapat bahwa penanaman modal dalam berbagai
bentuk kegiatan dikenakan zakatnya, karena hal ini merupakan kekayaan
dan setiap kekayaan ada hak orang lain di dalamnya. Pendapat ini dianut
oleh ulama-ulama madzhab Maliki, Hambali dan Madzhab Zaidiyah.
Ulama-ulama mutaakhirin, seperti Abu Zahrah, Abd. Wahab Khallaf dan
Abd. Rahman Hasan sependapat pula dengan pendapat yang kedua ini.
Dasar hukumnya adalah sabbda Rasulullah yang artinya:
Bayarlah zakat harta kekayaanmu. (HR. Turmudzi).
3. Zakat Profesi
Orang yang mengerjakan sesuatu (berolahraga, melukis, musik dan lain-lain)
karena jabatan atau profesinya, bukan hanya untuk kesenangan saja tetapi merupakan
suatu mata pencarian. Pada zaman sekarang ini orang mendapatkan uang dari
pekerjaan atau profesinya.
Jadi pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama adalah
pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain, seperti
seurang dokter yang mengadakan praktik, pengacara, seniman, penjahit, dan lain-lain.
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Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan untuk orang (pihak) lain dengan imbalan
mendapat upah atau honorarium seperti pegawai (negeri atau swasta).
Kedua macam pekerjaan tersebut jelas menghasilkan uang sebagai harta
kekayaan. Para ulama mempersoalkan apakah zakat profesi dan mata pencaharian
terikat pada haul (cukup satu tahun) atau tidak. Demikian juga mengenai nisabnya.
Pendapat pertama mengatakan harus cukup satu tahun, begitu sampai satu tahun baru
diperhitungkan zakatnya. Zakat yang diperhitungkan adalah kelebihan dari kebutuhan
setiap bulannya, sebab pegawai negeri atau swasta menerima gaji sebulan sekali.
Dasar hukum pembayaran zakat profesi dan pencaharian adalah firman Allah dalam






Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah Swt) sebagian dari
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari
bumi untuk kamu.66
Para ulama mempersoalkan apakah zakat profesi dan mata pencaharian terikat
kepada haul (cukup satu tahun) atau tidak. Demikian juga mengenai nisabnya
terdapat perbedaan penadapat.
Penapat pertama mengatakan harus cukup satu tahun, begitu sampai satu
tahun baru diperhitungkan zakatnya. Zakat yang diperhitungkan adalah sisa atau
66Ibid., h. 45.
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kelebihan dari kebutuhan setiap bulannya, sebab pegawai negeri atau swasta
menerima gaji sebulan sekali.
Pendapat kedua mengatakan bahwa zakat pencaharian dan zakat profesi tidak
perlu menunggu satu tahun, tetapi setiap bulan bagi pegawai dan setiap mendapat
penghasilan bagi kegiatan lainnya. Jika batas minimal nishabnya adalah Rp 300.000,
hal ini tentu sangat bergantung pada harga benda (padi dan lain-lain) yang kita
jadikan standar mungkin harganya turun naik. Masalah yang paling penting adalah
ada semangat menghidupkan agama (ghairah diniyah), sehingga pengeluaran zakat
itu dipandang tidak sebagai beban tetapi hati nuraninya memang menyuruh demikian,
karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dan merasa berbahagia apabila dapat
melaksanakan perintah-Nya.67





Skripsi ini berjudul “Tinjauan Syari’at Islam Terhadap Pengelolaan Zakat
bagi Masyarakat Kabupaten Jeneponto”. Jadi untuk mendapatkan hasil yang
sesuai dengan judul, penulis melakukan penelitian di Kabupaten yang disebutkan
pada judul yaitu kabupaten jeneponto.
Kabupaten Jeneponto adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi
Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Bontosunggu.
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 749,79 km2 dan berpenduduk sebanyak
330.735 jiwa, kondisi tanah (topografi) pada bagian utara terdiri dari dataran
tinggi dengan ketinggian 500 s/d 1400 m, bagian tengah 100 s/d 500 m dan pada
bagian selatan 0 s/d 150 m diatas permukaan laut.
1. Letak Geografis
Letak Geografi dan Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto terletak antara 5o
23'12” – 5o42’1,2” Lintang Selatan dan 119o29'12” – 119o56’44,9” Bujur
Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar di sebelah Utara,
Kabupaten Bantaeng di sebelah Timur, Kabupaten Takalar sebelah Barat dan Laut
Flores di sebelah Selatan. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tercatat 749,79 km
persegi yang meliputi 11 kecamatan dan memiliki kurang lebih 80 desa atau












k. Kecamatan Bangkala Barat
2. Strategi Pembangunan
Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) dikembangkan guna
meningkatkan kualitas SDM yang bermartabat dan berdaya saing serta
berwawasan nasional dan global. Strategi yang ditempuh, yakni:
a. Mewujudkan kesempatan pendidikan yang lebih merata dan manajemen
pendidikan yang lebih efisien.
b. Pelayanan kesehatan yang lebih bermutu secara merata guna mencapai
derajat kesehatan yang lebih tinggi.
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c. Meningkatkan daya beli masyarakat, menurunkan angka
d. pengangguran dan mengurangi kerawanan pangan.
e. Meningkatnya produktivitas kerja aparat Pemerintah daerah guna lebih
meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
f. Menciptakan Tim Kerja (Team Work) pada setiap SKPD dan
menumbuh kembangkan sikap mandiri aparat Pemerintah Daerah.
3. Penataan Sistem Kelembagaan
Strategi pembangunan melalui penataan sistem kelembagaan pemerintahan
daerah dimaksudkan untuk mencapai pemerintahan yang berbasis pelayanan bagi
masyarakat menuju pemerintahan yang baik (good governance). Arah yang dituju
adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang dapat menciptakan kelembagaan
yang tangguh dan responsif terhadap perubahan.
4. Penataan Kewilayahan
Fungsi-fungsi pembangunan kewilayahan untuk mewujudkan otonomi
masyarakat Jeneponto yang bermartabat, antara lain, Review Tata Ruang
Wilayah, diarahkan untuk terciptanya kesesuaian pengembangan wilayah dengan
daya dukung lingkungan (terutama SDA dan kapasitas/komposisi SDM), dan
ketersediaan prasarana dan sarana kelembagaan pendukung.
B. Sampel Penelitian
Seperti yang diketahui bahwa Kabupaten Jeneponto terdiri atas 11
kecamatan dan memiliki kurang lebih 80 desa atau kelurahan didalamnya. Namun
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Meskipun Kabupaten Jeneponto memiliki jumlah penduduk sebanyak
330.735 jiwa, namun tidak semuanya dapat dijadikan sampel penelitian untuk
zakat harta (mal). Hal ini dikarenakan masyarakat Kabupaten Jeneponto yang
sebagian besar memiliki tingkat ekonomi menengah kebawah, sehingga yang
lebih banyak dari mereka hanya mengeluarkan zakat fitrah saja.
Selain itu tingkat kesadaran mesyarakat tentang zakat harta dan zakat
profesi itu sendiri masih minim sehingga beberapa masyarakat yang sebenarnya
layak untuk mengeluarkan zakat harta atau zakat profesi belum menjalankannya.
Hal ini dikarenakan pada pemahaman masyarakat setempat zakat yang wajib
dikeluarkan zakatnya hanya zakat fitrah saja sementara yang lainnya tidak
dikenakan hukum wajib, atau bahkan ada masyarakat yang sama sekali tidak tau
bahwa ada kewajiban zakat lain selain zakat fitrah.
Di bawah ini susunan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) kabupaten
Jeneponto:
 DEWAN PERTIMBANGAN
Ketua : Drs. H. Radjamilo, MP
Wakil Ketua : H. Syamsuddin Zaenal, SE. MP
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Sekretaris : Pattawari, S. Sos,. M. Si
Wakil Sekretaris : Drs. H. Malikul Hakkul Mubin
Anggota : 1. Ir. H. M. Natsir Djoha, M.Si
2. Iqbal Mahmud, SH. MH
3. Drs. H. Muchtar Wallate
4. H. Muh. Ishak, BA
5. H. Pakihi Radja, BA
 KOMISI PENGAWAS
Ketua : H. Syuaib Sewang, S. Sos
Wakil Ketua : Drs. H. Muchtar Nonci, M. Pd
Sekretaris : H. T. Hasyim Sikki, BA
Wakil Sekretaris : H. Mahadi Kulle, BA
Anggota : 1. Drs. H. Basyir Situju
2. Palinring Pakih
3. Drs. KH. M. Natsir Awing
 BADAN PELAKSANA
Ketua : Drs. H. Iksan Iskandar, M. Si
Wakil Ketua : 1. Ir. H. Rachmansyah Guntur, M. Si
2. Drs. Abd. Razak Pakih
Sekretaris : Drs. Syamsul Kamal, MM
Wakil Sekretaris : 1. Dra. Hj. A. Sahariah
2. Muh. Jupri
Bendahara : H. Mangga. T, SE
Wakil Bendahara : A. Burhanuddin, SE
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SEKSI PENGUMPULAN
Ketua : H. Supomo Poto, SH
Sekretaris : Drs. Armin Jalle
Anggota : 1. Dra. Hj. A. Sahariah, SH






Ketua : dr. H. Syafruddin Nurdin, M. Kes
Sekretaris : Dra. Hj. Maemuna, AM
Anggota : 1. Drs. Muh. Nasir
2. Abd. Rahman Al-Hafidz
3. Asmawati, S. Ag
SEKSI PENGEMBANGAN
Ketua : Drs. H. Abdul Majid Badaruddin, M.
Ag
Sekretaris : Sahiruddin, S. Pdi
Anggota : 1. Salihuddin, S. Sos
2. Drs. Sulaeman Tompo
3. Burhan. K, S. Pd, M. Pd
KESEKRETRIATAN
Ketua : Sahrul Kalepu, S. Ag
Anggota : 1. Muh. Lili Pale, S. Ag
2. Mustafa Nur, A. Ma
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3. Suardin Dahlan
4. Saudi, S. Ag
5. Anriani, S. Hi
6. Mallapiang Tammu
C. Metode Pengolahan dan Analisis Data
1. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode beberapa pengolahan
dan analisis data antara lain:
a. Pengolahan Kuantitatif, yaitu metode pengolahan data dengan
menggunakan analisis perhitungan atau angka. Metode ini digunakan
untuk mengetahui berapa persen zakat yang harus dikeluarkan setiap
satu nishab serta satu nishab untuk setiap harta berapa jumlahnya.
Metode ini digunakan biasanya untuk menghitung zakat barang
tambang, investasi, tumbuh-tumbuhan dan zakat uang.
b. Pengolahan Kualitatif, yaitu metode pengolahan dengan mengguanakan
penggambaran kata-kata. Metode ini biasanya digunakan untuk
menghitung zakat hewan.
Dalam menganalisis data penulis berusaha untuk mencari peluang,
kekuatan, kelemahan dan ancaman yang penulis temui. Peluang ini berupa adanya
pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat meskipun hanya dalam hal zakat
fitrah yang masyarakat paham lebih dalam, juga terbukanya masyarakat setempat
kepada penulis penulis mengenai bagaimana pengelolaan dan pemahaman
masyarakat setempat tentang semua jenis zakat.
Kekuatan yang dimaksud di sini adalah adanya dalil yang mewajibkan
zakat untuk beberapa macam harta. Serta adanya undang-undang yang mengatur
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pengelolaannya. Juga dalam meneliti terdapat pegawai yang betul-betul mau
terbuka menjelaskan tentang tentang lemahnya sistem pengelolaan zakat di
Kabupaten Jeneponto.
Kelemahan yang dimaksud di sini adalah kurangnya pemahaman para
masyarakat tentang zakat, serta ketidak terbukaan beberapa pejabat yang
mengurus zakat dalam menjelaskan bagaimana pengelolaan zakat di Kabupaten
Jeneponto, terutama untuk daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
Dan ancaman yang dimaksud adalah adanya masyarakat  yang menentang
atau tidak setuju dengan adanya zakat untuk harta atau zakat yang dikeluarkan
selain zakat fitrah. Akhirnya masyarakat tidak mau mengeluarkan zakatnya
dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya.
Untuk memperoleh data yang menunjang penelitian ini, peneliti
menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara yang digunakan peneliti
adalah teknik wawancara tidak terstruktur, artinya pedoman wawancara yang
hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Taeknik wawancara ini
bertujuan untuk mendapatkan data tentang kegiatan percakapan antara
pewawancara dengan yang diwawancarai dengan maksud untuk mendapatkan





A. Analisis Syari’at Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Bagi Masyarakat
Kabupaten Jeneponto
Zakat adalah kewajiban yang tegas berdasarkan perintah Allah Swt. dan
bukan sekedar tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang. Zakat ditunaikan
oleh mereka yang mengharapkan balasan Allah Swt. di akhirat, dan terkadang
ditinggalkan oleh mereka yang kurang yakin terhadap akhirat. Zakat bukan sekedar
kemurahan seseorang kepada seseorang yang lain, melainkan suatu sistem tata social
yang dikelola oleh negara melalui lembaga tersendiri. Lembaga ini mengatur semua
mekanismenya, mulai dari pengumpulannya dari para wajib zakat dan
pendistribusiannya kepada yang berhak.
Zakat merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk membina
masyarakat muslim. Memberikan zakat merupakan salah satu alasan diberikannya
wewenang kepada orang-orang yang berbuat baik untuk memakmurkan bumi. Zakat
sebagai suatu lembaga, benar-benar lekat dengan kebijakan keuangan. Bahkan zakat
memainkan peranan penting dalam menghapus kesenjangan sosial. Penerapannya
tidak hanya dilakukan satu dua hari saja, melainkan melalui rentang waktu satu
tahun.1
1Hasti Ernawati, Zakat Sebagai Sarana Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Lembaga
Amil Zakat “Bina Umat Mandiri” Kabupaten Ngawi), (Jurnal Hukum dan Syari’ah, 2010) H.1.
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Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999
tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999
dan Keputusan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291
Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Meskipun harus diakui
bahwa peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar,
misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi para muzakki yang melalaikan
kewajibannya (tidak mau berzakat) tetapi Undang-Undang No.38 tahun 1999
dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis yaitu
Lembaga Amil Zakat (LAZ) (pasal 7) dan Badan Amil Zakat (BAZ) (pasal 6).
Apabila semuanya ini dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang, yaitu dengan diserahkannya zakat tersebut oleh muzakki kepada
Lembaga Amil Zakat dan dikelola dengan baik sesuai dengan Undang-Undang, maka
akan diperoleh suatu pengelolaan zakat yang efektif dan produktif.
LAZ yang baik yaitu lembaga yang mempunyai susunan organisasi yang
memenuhi syarat, dengan adanya Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan
Badan Pelaksana. Selain itu, para personil dalam lembaga tersebut harus mempunyai
tanggung jawab yang tinggi dan komitmen akan melaksanakan tugasnya dengan
sungguh-sungguh. Dan yang tidak kalah penting adalah sistem manajemen organisasi
pengelolaan zakat yang baik, karena tidak ada artinya suatu Lembaga Amil Zakat bila
sistem organisasinya amburadul dan tidak mempunyai suatu pedoman yang baik.
Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya
dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan,
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sosial dan kemaslahatan umat Islam. Adapun institusi yang mengurusi zakat yang lain
adalah Badan Amil Zakat yaitu organisasi pengelola zakat yang di bentuk oleh
pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas
mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan
ketentuan agama
Zakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam yaitu rukun Islam yang
ketiga, telah banyak di sebut-sebut dalam Al-Qur’an bersamaan dengan sholat.
Sehingga antara kewajiban mendirikan shalat dan kewajiban membayar zakat
keberadaannya merupakan saudara kembar yang memiliki nilai serta kedudukan yang
sama dan harus mendapatkan perhatian yang sama pula. Kenyataan sungguh
memperhatinkan sekali nasib rukun islam yang ketiga ini ( zakat), karena masih
kurang mendapat perhatian yang serius dari umat Islam sebagaimana perhatiaan
mereka terhadap shalat. seseorang yang telah membayar zakatnya, maka di samping
berarti ia telah taat dan patuh terhadap perintah Allah, maka disisi lain ia berarti telah
membantu sejumlah dhuafa yang ada dalam kesulitan ekonominya, untuk kemudian
dengan dana zakat tadi dimana harapkan akan dapat meningkatkan kemaslahatan
hidupnya.
Namun demikian zakat tetap merupakan konsekuensi akidah, yaitu tata cara
bagaimana manusia berkepercayaan kepada Allah Swt. sehingga zakat yang
diwujudkan dengan membayar sejumlah kekayaan belum berarti zakat yang
sebenarnya apabila tidak didasarkan atas kepercayaan ( iman ) kepada Allah Swt. dan
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belum juga bisa dinamakan dengan zakat yang sebenarnya apabila pelaksanaannya
didasarkan atas tujuan-tujuan ekonomi, komersial atau harga diri.
Syariat zakat yang mulia ini hanya akan terlaksana dengan baik apabila
didukung oleh adanya tiga unsur, yaitu adanya orang yang berhak menerima zakat
(mustahik), pemberi zakat (muzakki) dan pengurus zakat (amilin). saat ini keberadaan
Mustahik dan muzakki telah tersedia dan siap menerima peran, namun unsur yang
merupakan motor penggerak zakat (amil) belum dapat memfungsikan diri dengan
baik, terjadi demikian karena memang unsur inilah yang belum begitu mendapat
perhatian yang serius dari ummat Islam, sehingga amanat mulia yang dibawa oleh
syariat zakat belum terealisasi.
Upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kemakmuran belum dapat
berhasil maksimal. Kurangnya perhatian dalam hal pelaksanaan syariat zakat lebih
disebabkan karena pengertian akan hikmah kewajiban zakat sebagai rukun Islam serta
kurangnya pengertian terhadap menejemen pengelolaan zakat, di samping masih
adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam memahami nash-nash
tentang zakat. Beda pendapat dalam memahami syariat zakat dikalangan para ulama
memang sangat beralasan, karena secara umum Al Qur’an hanya menyebutkan
beberapa jenis kekayaan saja yang wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak menjelaskan
bagaimana rincian pelaksanaannya. Hadist-hadist Nabi yang kedudukannya sebagai
penjelas terhadap nash-nash Al Quran yang masih global itu terdapat beberapa
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riwayat yang saling berbeda, dalam hal demikian inilah yang menimbulkan
perdebatan yang berkepanjangan.
Selain dari pada itu, saat ini jumlah ummat Islam semakin luas teritorialnya
dan jenis harta kekayaan manusiapun semakin berkembang, baik dalam jumlah
maupun jenisnya. Sehingga bisa berbalik dari apa yang dahulu pernah berpredikat
sebagai jenis kekayaan berharga sekarang menjadi tidak, dengan demikian tuntunan
syariat zakat yang telah dicontohkan oleh Rasul dirasa perlu adanya dukungan ijtihad
agar diperoleh suatu model yang tidak menyimpang dari nash Al Quran maupu n Al-
Hadist tetapi sesuai dengan kondisi sekarang, sehingga syariat zakat dapat
direalisasikan.
Zakat adalah mensyukuri ni’mat harta. Ibadah-ibadah badaniyah adalah untuk
mensyukuri nikmat badan. Ibadah-ibadah maaliyah adalah untuk mensyukuri nikmat
harta. Alangkah rendahnya pekerti orang yang mangetahui para fakir yang hidup
dalam kesempitan dan kemiskinan, tetapi tidak tergerak hatinya untuk mensyukuri
nikmat Allah Swt. yang telah memberi kedudukan kepadanya dan menghindarkannya
dari meminta-minta.
Zakat sebagai bagian ibadah yang diperintahkan di dalam al-Qur’an, dan
karenanya perintah itu berasal dari Allah Swt. dan sekaligus berfungsi sebagai
pemegang otoritas dalam memberikan aturan berkaitan dengan kinerja yang
seharusnya dikembangkan oleh amil zakat. Karena itu dalam konteks ini, hubungan
antara amil zakat dan Allah Swt. dapat dilihat sebagai hubungan manajer dengan
pemegang saham dalam suatu perusahaan. Berbagai kinerja, visi dan misi dapat dikaji
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dari Al-Qur’an berkaitan dengan keberadaan amil zakat pada dasarnya merupakan
perwujudan dari keinginan pemegang saham dalam hal ini Allah Swt.
Diwajibkan zakat terhadap harta-harta orang kaya, tidak saja untuk
mewujudkan belas kasihan kepada orang fakir, tetapi juga untuk melindungi orang
kaya dari bencana kelaparan dan ketidak mampuan. Bencana kelaparan apabila
berjangkit tidaklah membedakan antara yang kaya dengan yang miskin.
Apabila para hartawan menunaikan apa yang telah ditentukan Allah atas
mereka, yakni mengeluarkan zakat harta mereka kepada orang-orang fakir miskin
tentulah hartawan tersebut dipuja-puja dan disanjung para fakir miskin. Mereka
brtulus hati dan bersaha memberi bantuan yang diperlukan. Para fuqaha senantiasa
menghendaki supaya para hartawan yang murah tangan tersebut senantiasa mendapat
kebaikan.
Tetapi apabila para hartawan berlaku kikir dan tidak memberi hak sifakir,
tentulah timbul dendam dalam hati para fakir dan tentulah mereka mengharap-harap
supaya orang-orang hartawan yang kikir tersebut ditimpa bencana. Apabila si
hartawan yang bakhil itu memerlukan pertolongan, para fakir menjauhkan diri.
Zakat adalah faktor yang terbesar untuk memerangi kefakiran yang menjadi
sumber segala rupa malapetaka, baik perseorangan maupun masyarakat. Musuh
masyarakat banyak saat ini adalah kefakiran dan kerasukan serta kebakhilan
mengeluarkan harta pada jalan Allah.
Islam telah mengatur bagaimana agar zakat berjalan sesuai dengan syari’at
namun tidak merugikan si pembayar zakat (muzakki). Dengan kata lain Allah telah
mensyari’atkan zakat dengan memperhitungkan baik dan buruknya bagi hamba-Nya.
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Sebagian masyarakat Kabupaten Jeneponto telah mengetahui pentingnya
zakat, bahkan tentang kewajiban zakat telah berkali-kali disampaikan, baik dalam
bentuk dakwah melalui ceramah maupun penyuluhan meskipun belum seluruh daerah
yang pernah didatangi untuk penyuluhan tentang zakat. Namun yang paham akan
makna dan tujuan zakat hanya orang-orang tertentu saja.
Jeneponto yang merupakan Kabupaten dengan mayoritas masyarakat
beragama Islam, telah memahami kewajiban dari zakat. Hanya saja zakat berjalan
rutin hanya zakat fitrah yang setiap tahun berjalan sebagaimana mestinya, sementara
zakat lainnya seperti zakat harta (mal) hanya dilaksanakan oleh orang tertentu saja.
Hal ini dikarenakan masih minimya pengetahuan masyarakat tentang zakat,  juga
dikarenakan hanya sebagian masyarakat saja yang mampu atau memenuhi syarat
untuk membayar zakat harta (mal).
Analisis syari’at Islam tentang pengelolaan zakat berupa bagaimana
pembayaran, berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan, bentuk-bentuk zakat yang
wajib dikeluarkan, kapan zakat dibayar, siapa yang wajib membayar zakat dan siapa
yang wajib menerima zakat.
Dalam hal pengelolaan zakat fitrah di Kabupaten Jeneponto sudah dapat
dilaksanakan meskipun belum maksimal. namun jika dibandingkan dengan
pengelolaan zakat yang lainnya, pengelolaan zakat fitrah lebih terealisasi meskipun
belum sepenuhnya sesuai aturan.
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Sebahagian masyarakat Kabupatn Jeneponto telah faham betul tentang
kewajiban dari zakat, namun tidak sedikit juga yang mengabaikannya karena merasa
belum memenuhi syarat untuk membayar zakat. Bahkan meskipun zakatnya telah
dibayarkan namun kadang tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat maksudnya
di sini jumlah zakat yang dibayarkannya tidak cukup atau tidak sesuai dengan
ketentuan.
Dalam wawancara dengan salah seorang imam lingkungan di kecamatan
Tamalatea, beliau menuturkan bahwa zakat profesi dan zakat harta belum terlaksana
di lingkungan beliau, dalam hal ini beliau bisa maklum karena masyarakatnya yang
memang belum memenuhi syarat untuk itu, namun saat ditanyai tentang zakat fitrah,
beliau mengaku sangat tidak sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah Rasul, dalam
pengelolaannya telah sesuai, karena zakat fitrah telah diserahkan kepada yang berhak
saat malam takbir hari raya idul fitri berkumandang, namun pembayarannya yang
kadang tidak sesuai, karena banyak masyarakat dari lingkungan tersebut yang
sebenarnya dalam keseharianny makan beras namun yang di keluarkan adalah jagung,
juga ada masyarakat yang membayar zakat tidak sesuai antara jumlah zakat yang
dikeluarkan dan jumlah anggota keluarganya.2
Dalam hal seperti di ini sebenarnya tidak dibenarkan dalam syari’at Islam,
namun Imam atau amil zakat juga tidak bisa memaksa si muzakki. Imam atau amil
2Rabina (Imam Lingkungan), Wawancara. 9 Februari 2012.
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zakat hanya bisa menyampaikan bahwa zakat yang dibayarkan harus seperti ini,
namun tidak semua muzakki bisa melaksanakannya, bahkan terkadang saat ditanya
kenapa pembayarannya seperti ini si muzakki memberikan jawaban seolah-olah
mereka tidak mampu.
Dalam pengelolaan zakat fitrah masyarakat kabupaten Jeneponto lebih banyak
hanya memahami cara dan waktu pembayarannya saja, sementara untuk jumlah zakat
yanga harus dikeluarkan masyarakat lebih banyak bersikap cuek atau asala membayar
meski tidak sesuai syari’at.
Sementara dalam hal pengelolaan zakat harta masyarakat kabupaten
Jeneponto lebih menganggap bahwa itu bukanlah suatu kewajiban, bahkan
menganggap bahwa tidak ada zakat yang seperti itu.
Sementara itu Islam sendiri hanya menyebutkan beberapa macam harta yang
wajib dikeluarkan zakatnya, antara lain hasil ternak, emas dan perak, pertanian,
perniagaan dan hasil bumi. Sementara kebanyakan harta sekarang banyak juga yang
didapatkan bukan dari jenis harta yang disebutkan dalam Al-Qur’an. Misalnya zakat
investasi, zakat ini termasuk dalam harta namun tidak disebutkan sebagai kewajiban
untuk dikeluarkan zakatnya.
Sebenarnya yang dimaksud zakat mal, bukan hanya yang disebutkan dalam
Al-Qur’an, tapi semua jenis usaha atau harta yang memberikan kelebihan, dan
seseorang merasa mampu untuk mengeluarkan zakatnya. Dalam al-Qur’an hanya
disebutkan beberapa jenis harta karena pada zaman Rasulullah Saw. hanya jenis harta
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tersebut yang ada, atau hanya harta dari hasil usaha tersebut yang banyak
penghasilannya.
Dalam hal pengelolaan zakat harta masyarakat kabupaten Jeneponto masih
sangat minim pemahamannya. Bahkan ada yang sama sekali tidak tahu keberadaan
zakat harta ini. Hal ini menjadi salah satu alasan tidak berjalannya pengelolaan zakat
harta sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan orang-orang yang tahu tentang zakat
lebih banyak menyampaikan atau mendakwahkan tentang zakat fitrah, sementara
untuk zakat yang lainnya tidak disampaikan dengan jelas dan gambling bahaw zakat
harta juga merupakan kewajiban, serta bagaimana cara penyerahan dan semua yang
menyangkut zakat harta.
Para fuqaha juga berbeda pendapat dalam hal jenis harta yang wajib
dikeluarkan zakatnya. Beberapa fuqaha mewajibkan zakat harta untuk beberapa
macam harta pertanian saja, sementara beberapa fuqaha lain menegaskan bahwa
semua harta hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya selama itu telah mencapai
satu nishab atau semua syarat-syaratnya telah terpenuhi. Juga dalam harta ternak kuda
pada masa Rasulullah tidak ada karena kuda pada masa Rasulullah hanya untuk
tunggangan perang dan angkutan barang.
Lain lagi dalam hal pengelolaan zakat profesi atau gaji, zakat ini tidak
terlaksana bukan karena ketidak tahuan para pegawai atau yang memiliki profesi
tertentu, tidak terlaksananya zakat ini dikarenakan kurangnya kesadaran para pegawai
tentang zakat ini, juga dikarenakan tidan ada dukungan langsung dari pemerintah
setempat.
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Dalam dalil al-Qur’an dan Sunnah telah dijelaskan dengan rinci tentang
pengelolaan zakat dalam bentuk apapun. Mulai dari jenis, jumlah, kapan dan kepada
siapa zakat itu diberikan atau siapa yang wajib diberi zakat. Selama diwajibkannya
zakat dikabupaten Jeneponto, zakat di Kabupaten Jeneponto telah sesuai dengan
tuntunan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah t etapi belum sepenuhnya sesuai dengan
aturan perundang-undangan.
B. Kendala atau Hambatan yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Zakat Bagi
Masyarakat Kabupaten Jeneponto
Seperti yang penulis tulis sebelumnya bahwa pengelolaan zakat telah diatur
dalam al-Qur’an dan sunnah, namun penulis belum menemukan dalil al-Qur’an
maupum sunnah yang menjelaskan tentang badan amil zakat, namun badan amil
zakat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat.  Badan yang ditugaskan untuk mengatur zakat juga
dibentuk oleh pemerintah setempat, sesuai dengan tingkatan daerah dimana badan
amil zakat tersebut dibentuk.
Saat wawancara dengan salah seorang pegawai KUA di kecamatan Bonto
Ramba’, beliau menuturkan pengelolaan zakat di kecamatan tersebut berjalan tertib
dan sesuai aturan, hanya saja zakat profesi dan zakat harta belum terlaksana,
sementara itu beberapa masyarakat di kecamatan tersebut bisa dikatakan telah mampu
dan memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat harta karena masyrakat pada
kecamatan tersebut rata-rata adalah petani padi dan pedagang sukses, namun mungkin
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karena minimnya pengetahuan masyarakat setempat tentang zakat yeng menjadi
penyebabnya.3
Setelah melakukan wawancara dengan pegawai KUA, penulis mencoba untuk
melakukan wawancara langsung dengan salah seorang warga yang menurut
pengamatan penulis layak untuk membayar zakat harta, saat ditanyai tentang zakat
harta bapak Ahmad nama warga tersebut menjawab bahwa beliau telah paham
tentang zakat harta namun pembayarannya tidak pernah dilakukan di KUA setempat,
namun langsung diberikan kepada orang yang berhak, hal ini dikarenakan beliau
masih kurang percaya dengan pejabat KUA.4
Badan amil zakat di Kabupaten Jeneponto telah berdiri sekitar tiga tahun lalu,
yaitu sekitar tahun 2009 lalu. Namun badan amil zakat ini ternyata tidak berfungsi
sebagaimana mestinya. Menurut penuturan Hj. Andi Sahariah selaku sekretaris
badan amil zakat Kabupaten Jeneponto, tidak berfungsinya badan amil zakat di
kabupaten tersebut dikarenakan tidak memadainya fasilitas kantor yang dibangun
untuk badan amil zakat, fasilitas yang dimaksud yaitu tidak adanya kursi, meja dan
fasilitas lainnya di kantor tersebut.5
Selain itu badan amil zakat dikabupaten tersebut tidak berfungsi karena tidak
adanya masyarakat yang mambawa zakat yang akan dibayarnya ke kantor badan amil
zakat tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada
3Muhammad Rustam, S.Ag (Pegawai KUA Kec. Bonto Ramba’), Wawancara. 13 Februari
2012.
4Ahmad (Warga Kec. Bonto Ramba’). Wawancara. 14 Februari 2012.
5Hj. Andi Sahariah (Pegawai Kementerian Agama). Wawancara. 20 Februari 2012.
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pengelola zakat atau badan amil zakat, sehingga kebanyakan masyarakat lebih ingin
membayarkan atau memberikan zakatnya secara langsung kepada fakir miskin tanpa
perantara pengelola zakat.
Masyarakat khawatir jika zakat yang diberikan kepada pengelola zakat tidak
sepenuhnya sampai kepada yang berhak menerimanya, tetapi sebagian atau bahkan
lebih banyak lari ke kantong pengelola zakat,  Terutama dalam hal pembayaran zakat
harta.
Dalam hal pembayaran zakat fitrah terkadang sesuai dengan peraturan, itupun
hanya dalam hal cara pembayarannya, sementara dalam hal jenis zakat yang
dibayarkan belum sesuai karena kebanyakan zakat yang dikeluarkan pada zakat fitrah
adalah uang atau tidak sesuai dengan makanan pokok sehari-hari masyarakat, namun
dalam hal tata cara pembayarannya sudah sedikit sesui denga aturan  karena zakat
fitrah yang akan dibayarkan harus dibayar langsung kepada imam setempat kemudian
imam tersebut membawa zakat fitrah yang telah terkumpul ke kantor urusan agama
(KUA) kecamatan kemudian pihak KUA membayarkannya kepada yang berhak
menerimanya kemudian melaporkan kepada badan amil zakat yang bertempat di
kementerian agama yang bertempat di kota kabupaten. Hanya saja jumlah zakat yang
semestinya dibayar oleh masyarakat kadang tidak sesuai dengan peraturan, misalnya
jumlah berasnya kurang.
Dalam hal pengelolaan zakat harta bahkan belum terlaksana. Hal ini
dikarenakan belum ada pemahaman dari masyarakat tentang zakat yang satu ini. Hal
ini terbukti saat penulis melakukan wawancara dengan seorang warga yang bertempat
tinggal di kecamatan Bangkala’. Saat ditanya tentang zakat fitrah ibu yang bernama
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lengkap Raodah Nur ini mengatakan, orang disekitar rumahnmya kebanyakan
membayar semaunya, jagung, beras atau bahkan uang. Sementara tentang zakat mal
ibu ini bahkan tidak tahu apa itu zakat mal, setelah penulis jelaskan bahwa zakat mal
adalah zakat harta, ibu yang memiliki seorang anak ini dengan tegas mengatakan
bahwa itu bukanlah kewajiban, bahkan ibadah yang disunnahkan semata atau atau
ibadah yang saat ingin dikerjakan, dikerjakan saat tidak ingin tidak apa-apa
ditinggalkan.6
Sebenarnya dalam hal pengelolaan zakat harta (mal) pihak pengelola
menginginkan agar zakat yang terkumpul tidak diberikan begitu saja dalam bentuk
barang atau uang, misalnya zakat beras atau uang, pihak pengelola menginginkan
agar zakat beras yang terkumpul dijual kemudian uang yang terkumpul disimpan
untuk biaya pendidikan anak yang tidak mampu secara materi untuk sekolah,
begitupun zakat uang.
Namun karena tidak adanya kepercayaan masyarakat setempat kepada badan
pengelolaan zakat, jadi zakat yang berjalan lancar hanya zakat fitrah yang
dilaksanakan setiap tahunnya, sementara zakat lain seperti zakat harta dan zakat gaji
atau profesi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Zakat profesi di Kabupaten Jeneponto juga tidak berjalan sebagaimana
mestinya, hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan langsung dari pemerintah
tertinggi daerah tersebut (bupati). Salah seorang pegawai BAZDA pernah meminta
kepada kepala KEMENAG Kabupaten Jeneponto agar zakat profesi dijalankan
6Raodah Nur (Warga Kecamatan Bangkala’), Wawancara. 14 Februari 2012.
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meskipun hanya untuk pegawai KEMENAG saja, namun karena tidak ada respon dari
ketua KEMENAG, zakat profesi tidak pernah berjalan.
Akhirnya zakat profesi hanya dilaksanakan oleh pegawai atau masyarakat
yang memiliki profesi dengan kesadaran masing-masing, sementara pegawai atau
masyarakat yang tidak memiliki kesadaran tentang zakat hanya membayar infak yang
ditetapkan pemerintah daerah tersebut. Infak yang dibayarpun relatif sedikit
jumlahnya, yaitu untuk pegawai golongan empat jumlah infaknya sebesar Rp. 10.000,
golongan tiga Rp. 5000, dan golongan dua Rp. 2500, Ini termasuk jumlah yang
sedikit atau kecil jika dibandingkan jumlah gaji para pegawai.
Intinya pengelolaan zakat di Kabupaten Jeneponto tidak berjalan sebagaimana
mestinya dikarenakan beberapa faktor, faktor tersebut antara lain berupa faktor
internal, yaitu tidak adanya kesadaran dalam diri masyarakat tentang kewajiban zakat,
karena meskipun masyarakat telah faham tentang arti dari zakat, fungsi serta
tujuannya namun kesadaran untuk membayar zakat belum tumbuh dari dalam diri
masyarakat, mereka beranggapan bahwa zakat yang wajib dibayar hanya zakat fitrah,
sementara zakat lainnya selain zakat fitrah bukanlah kewajiban, jadi sekedar
bersedekah saja itu sudah cukup.
Selain tidak adanya kesadaran masyarakat, juga tidak ada kepercayaan dari
pihak masyarakat kepada pihak pengelola zakat dalam hal ini badan amil zakat
daerah.
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Selain faktor internal kendala dalam pengelolaan zakat di Kabupaten
Jeneponto juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain, tidak adanya dukungan
dan respon dari pihak pemerintah daerah setempat. Dukungan yang diharapkan di sini
berupa adanya peraturan pemerintah daerah setempat yang mewajibkan adanya zakat
harta terutama bagi pegawai negeri.
Selain hambatan di atas, terdapat juga hambatan-hambatan sebagai berikut:
a. Kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Pengelolaan Zakat
Dikarenakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Pengelolaan Zakat masih
kurang, maka hal ini mengakibatkan ketidak tahuan masyarakat mengenai lembaga
pengelolaan zakat, sehingga dalam prakteknya masyarakat masih membayarkan zakat
di masjid-masjid di lingkungannya. Bahkan menurut Ashar Wibowo, masyarakat
pada umumnya tidak mengetahui dengan adanya BAZ sebagai lembaga pengelola
zakat. Di dalam benak mereka masih terpatri bahwa lembaga pengelola zakat adalah
BAZIZ.
b. Pemahaman Zakat
Kesadaran masyarakat Kabupaten Jeneponto masih terbatas pada pelaksanaan
zakat fitrah saja, Sedangkan untuk melaksakan zakat mal, kesadaran masyarakat
Kabupaten Jeneponto masih rendah. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat
Kabupaten Jeneponto tentang zakat mal masih terbatas. Kalaupun ada yang paham,
Pemahaman masyarakat tentang harta yang wajib zakat juga masih terbatas pada
harta wajib zakat yang diatur dalam Al Qur`an dan Hadist Rasulullah SAW saja.
Padahal sebagaimana diketahui bahwa hasil dari ijtihad para ulama, harta wajib zakat
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pada saat ini sudah lebih berkembang dan tidak terbatas pada harta wajib zakat yang
diatur dalam Al Qur`an dan Hadist Rasulullah Saw. saja, karena perkembangan
zaman menuntut adanya perkembangan mengenai harta wajib zakat.
Sebagai contoh adanya pelayanan jasa, seperti misalnya dokter, pengacara,
konsultan dan sebagainya. Dalam Al Qur`an dan Hadist Rasulullah Saw. tidak
mengatur mengenai zakat harta yang diperoleh dari pelayanan jasa tersebut. Saat ini
berdasarkan ijtihad, penghasilan dari pelayanan jasa tersebut termasuk dalam harta
wajib zakat yaitu zakat profesi. Sedangkan dalam penghitungannya dianalogikan
dengan zakat emas.
c. Perbenturan Kepentingan
Selama ini pelaksanaan zakat dikelola oleh masjid-masjid dan pada umumnya
ruang lingkup masjid-masjid tersebut sangat terbatas, yaitu pada tingkat RT atau RW
saja. Biasanya pengumpulan dan pendistribusian zakat itu pun terbatas pada
masyarakat RT atau RW tersebut. Sehingga dapat terjadi salah satu masjid dapat
mengumpulkan zakat dalam jumlah yang sangat besar dan pendistribusiannya hanya
terbatas pada lingkungan masjid tersebut. Sedangkan pada masjid yang lain, zakat
yang terkumpul jumlahnya sangat sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan
masyarakat. Hal ini menyebabkan pendistribusian zakat kurang merata. Dengan
dibentuknya BAZ, diharapkan pengelolaan zakat dapat lebih terorganisasi dengan
baik. Salah satu tujuannya adalah pendistribusian zakat lebih merata dan tidak
menumpuk pada satu daerah saja, sehingga tujuan zakat untuk pemerataan ekonomi
dapat terwujud. Namun dengan dibentuknya BAZ dapat memicu terjadinya
perbenturan kepentingan antar kelompok ataupun antar organisasi Islam. Misalnya
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saja dengan dibentuknya UPZ di tingkat desa atau kelurahan secara tidak langsung
mengesampingkan masjid yang sebelumnya sebagai lembaga pengelola zakat.
Dengan kata lain, dengan dibentuknya BAZ sebagai lembaga pengelola zakat yang
baru dapat menyebabkan pihak-pihak lain merasa kawatir akan terganggu
kepentingannya.
d. Sikap Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap BAZ.
Pada pemerintahan orde baru yang penuh dengan korupsi, kolusi dan
nepotisme ternyata memberikan trauma pada masyarakat. Trauma orde baru
nampaknya masih membekas pada masyarakat kita. Hal ini dapat dilihat pada masih
sangat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sampai saat ini
masyarakat masih berpandangan bahwa pemerintah masih sangat dekat dengan
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga sangat sulit bagi masyarakatuntuk
percaya kepada pemerintah apalagi untuk menyerahkan zakat kepada BAZ, yang
dalam hal ini merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dikelola oleh pemerintah.
Dalam masyarakat masih ada kekawatiran bahwa zakat yang telah mereka
bayarkan kepada BAZ nantinya tidak sampai kepada yang berhak menerimanya.
Kekawatiran masyarakat ini menyebabkan masyarakat lebih memilih masjid-masjid
di lingkungan masing-masing sebagai tempat membayar zakat. Karena selain lebih
dekat, juga masyarakat telah mengenal pengurus masjid dengan baik.
e. Keterbatasan Dana.
Dana merupakan salah satu faktor yang merupakan keberhasilan suatu
kegiatan. Dalam hal ini, dana yang diperlukan untuk operasional suatu BAZ sangat
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tergantung pada dana dari pemerintah daerah. Selama ini belum ada alokasi dana dari
pemerintah khusus untuk pengelolaan zakat. Hal ini sangat erat kaitannya dengan
political will dari pemerintah daerah.
Sampai saat ini masalah pengelolaan zakat belum menjadi prioritas utama dari
pemerintah daerah. Sehingga tidak ada dana khusus untuk pengelolaan zakat.
Sedangkan untuk dapat mewujudkan pengelolaan zakat yang professional
sebagaimana yang diatur dalam dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat,
memerlukan dana yang tidak sedikit.
Dalam pengelolaan zakat yang professional, maka perlu sekali adanya dana
yang memadai untuk menunjang kegiatan agar lebih transparan, akuntabel dan sesuai
dengan ketentuan undang-undang. Disamping itu, keterbatasan dana dapat
menyebabkan pengelolaan zakat kurang maksimal, sehingga tidak akan mencapai
tujuan yang diinginkan dalam undang-undang.
f. Kurangnya Keteladanan Para Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama /
PejabatPemerintah Maupun Swasta Dalam Membayar Zakat di BAZ Kabupaten
Jeneponto
Kurangnya keteladanan para tokoh masyarakat / tokoh agama / pejabat
pemerintah maupun swasta dalam membayar zakat di BAZ Kabupaten Jeneponto
mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Jeneponto kurang
maksimal. Misalnya saja, umat Islam pada umumnya akan mencotoh apa yang
dilakukan oleh tokoh agamanya. Dikarenakan tokoh agamanya tidak mencontohkan
untuk membayar zakat di BAZ Kabupaten Jeneponto, maka otomatis pengikutnya
tidak akan melakukannya.
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g. Tidak Adanya Sanksi yang Tegas.
Pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat, tidak ada sanksi untuk orang Islam
maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang Islam yang tidak menunaikan zakat.
Padahal pada Pasal 2 Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebutkan sebagai berikut:
”Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan maupun atau badan yang
dimiliki, untuk orang muslim berkewajiban menunaikan zakat”.
Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanyalah sanksi
bagi pengelola zakat. Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh
pengelola zakat, yaitu karena kelalaiannya tidak mencatat dengan tidak benar harta
zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan karafat. Maka menurut Pasal 21
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, diancam dengan
hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak
Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)``.
Dengan tidak adanya sanksi bagi orang Islam maupun badan yang dimiliki
oleh orang muslim, maka Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut kurang kuat,
karena menurut ketentuan agama Islam, pemerintah sebenarnya memiliki kekuasaan





1. Islam telah secara jelas menegaskan pentingnya zakat, baik zakat fitrah
maupun zakat harta (mal), zakat menjadi wajib bukan semata-mata untuk membantu
orang yang tidak mampu, tetapi juga untuk membersihkn harta orang kaya agar lebih
berberkah. Zakat juga diwajibkan bukan dilihat dari segi profesi seseorang, tetapi
zakat dilaksanakan atau diwajibkan atas orang-orang yang sudam memenuhi syarat
untuk melaksanakannya. Dalam al-Qur’an dan sunnah telah dijelaskan jenis harta,
jumlah, serta syarat-syarat lainnya untuk membayar zakat. Jadi sebagai
kesimpulannya pengelolaan zakat di Kabupaten Jeneponto belum sepenuhnya sesuai
sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw.
2. Kendala yang dihadapi pengelola zakat di Kabupaten Jeneponto antara lain
karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayarkan zakat, serta
kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat (Badan Amil Zakat
Daerah). Serta tidak adanya dukungan pemerintah setempat untuk perkembangan
pengelolaan zakat di Kabupaten Jeneponto.
Jadi kendala dalam pengelolaan zakat adalah kendala internal antara lain:
1. Kinerja pengurus kurang maksimal, lantaran kegiatan di Bazda hanya bersifat
kerja sampingan, intensitas pertemuan pengurus pun kurang memadai.
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2. Pengurus belum mendapatkan reward (honorarium) yang layak dan bersumber
dari APBD, umumnya sekedar berupa uang transport danTunjangan Hari Raya.
3. Belum adanya tenaga dan perkantoran yang spesifik dan definitif untuk Bazda.
Sementara kendala eksternal antara lain:
1. Belum adanya kesadaran yang tinggi dari para muzaki untuk menunaikan
zakatnya melalui BAZDA.
2. Belum adanya regulasi di tingkat kabupaten atau kota yang berwibawa dan
mengikat, misalnya Peraturan Daerah tentang Zakat, dan belum meratanya
sosialisasi mengenai Fiqih Zakat, UU. Pengelolaan Zakat, dan Kebijakan
Pemerintah Kabupaten perihal zakat.
A. Saran
Saran penulis untuk kedua permasalan di atas adalah, agar para tokoh agama
di Kabu[aten Jeneponto tetap sabar dan lebih sering mendakwahkan tentang jenis-
jenis zakat serta apa saja syarat untuk mengeluarkan zakat, serta mengadakan
penyuluhan tentang zakat kepada masyarakat. Untuk selanjutnya diharapkan
keterbukaan para pegawai pengelola zakat kepada masyarakat tentang zakat yang
masyarakat telah bayarkan melalui penyuluhan.
Untuk kelancaran pengelolaan zakat, juga diharapkan keterlibatan pemerintah
setempat melalui dukungan serta bantuan, dukungan yang dimaksud yaitu, adanya
aturan yang dibuat oleh pemerintah setempat tentang zakat, sedangkan bantuan yang
dimaksud adalah pembangunan tempat pengelolaan zakat beserta fasilitasnya.
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NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
b. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indoneia yang mampu
dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan bagi
seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
d. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan
agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat
dipertanggungjawabkan;
e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d perlu dibentuk
Undang-undang Pengelolaan Zakat;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-undang Dasar
1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-
pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi
Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3400);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :




Dalam Undang-undang ini yang dimkasud dengan :
1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang musli atau badan yang
dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan
kepada yang berhak menerimanya.
3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang
berkewajiban menunaikan zakat.
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
5. Agama adalah agama Islam.
6. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi
bidang agama.
Pasal 2
Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang
dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.
Pasal 3
Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan




Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum
sesuai dengaPancasila dan Undang-undang Dasaar 1945.
Pasal 5
Pengelolaan zakat bertujuan :
1. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan
tuntunan agama;
2.  meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.




(1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh
pemerintah.
(2)  Pembentukan badan amil zakat :
a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen
agama propinsi;
c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala
kantor departemen agama kabupaten atau kota;
d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
(3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat
koordinatif, konsultatif dan informatif.
(4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang
memenuhi persyaratan tertentu.
(5)  Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan
unsure pelaksana.
Pasal 7
(1) Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
(2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Pasal 8
Badan amil zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan lembaga amil zakat
sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan,
mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat
bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat




(1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
(2) Harta yang dikenai zakat adalah :
a. emas, perak dan uang;
b. perdagangan dan perusahaan;
c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
d. Hasil pertambangan;
e. Hasil peternakan;
f. Hasil pendapatan dan jasa;
g. tikaz
(3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan
berdasarkan hukum agama.
Pasal 12
(1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau
mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
(2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat
harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.
Pasal 13
Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, wasiat
waris dan kafarat.
Pasal 14
(1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya
berdasarkan hukum agama.
(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartaya dan kewajiban zakatnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada
badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki
untuk menghitungnya.
(3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat
dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang
bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 15





(1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan
ketentuan agama.
(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan
mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
(3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.
Pasal 17
Hasil penerimaan infaq, shadaqah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud




(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur
pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
(2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
(3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
(4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat
meminta bantuan akuntan publik.
Pasal 19
Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sesuaiNdengan tingkatannya.
Pasal 20





(1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat
dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, wasiat, hibah, waris dan kafarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13 dalam Undang-undang
ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau
denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
(3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan





Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya
dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang
selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat nasional.
Pasal 23
Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam




(1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih
teta pberlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan
peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
(2) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini, setiap





Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta



















Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara
Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar
1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa
melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil mental spiritual, antara lain
melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana
kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Ketuhanan Yang
Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama
yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya
peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut,
perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana
melalui zakat.
Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu
untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya.
Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat
dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.
Agar dapat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan
masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan
menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara
profesioanal dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama
pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan,
pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat. Untuk
maksud tersebut, perlu adanya Undang-undnag Pengelolaan Zakat yang berasaskan
iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan,
keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945.
Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan perananan
pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan
sosial, serta meningkatnya hasi guna dan daya guna zakat.
Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq,
shadaqah, wasiat, waris, hibah, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahiq,
baik perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha.
Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam Undang-
undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri
atas ulama, kaum cendikia, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum
terhadap pengelola.
Dengan dibentuknya Undang-undang tentang Pengelolaan zakat, diharapkan
dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam
rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat
mustahiq, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk
mendapatkan ridha Allah SWT.




Yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah warga negara
Indonesia yang berada atau menetap baik di dalam negeri maupun di luar
negeri. Yang dimaksud dengan mampu adalah mampu sesuai dengan
ketentuan agama.
Pasal 3
Yang dimaksud dengan amil zakat adalah pengeola zakat yang







Yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Pemerintah pusat membentuk badan amil zakat Nasional yang
berkedudukan di ibu kota negara. Pemerintah daerah membentuk badan amil










Badan amil zakat kecamatan dapat membentuk unit pengumpul zakat




Yang dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum cendekia dan tokoh
masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu
antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan
berintegritas tinggi.
Ayat (5)
Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kau
cendekia, tokoh masyarakat dan wakil pemerintah. Unsur pelaksana terdiri
atas unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusi, dan unit lain sesuai
dengan kebutuhan. Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat
dibentuk unit pengumpul zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi
pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Pasal 7
Ayat (1)
Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya




Agar tugas pokok lebih berhasil guna dan berdaya guna, badan amil zakat







Zakat mal adalah baigan harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau
badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk
diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat fitrah adalah sejumlah
bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap
orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki




Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan
zakatnya. Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang
harus dikeluarkan. Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan
harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen
atau pada saat menemukan tikaz.
Pasal 12
Ayat (1)
Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat harus bersifat proaktif
melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat
adalah memberi kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah
selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki yang
kemudian diserahkan kepada badan amil zakat.
Pasal 13
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan : infaq adalah harta yang
dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan
umum.
Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan
yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang
dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat atau
lembaga amil zakat.
Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan ail zakat
atau lembaga amil zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat
meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan
utang-utangnya jika ada.
Waris adalah haarta tinggalan seorang yang beragama islam, yang diserahkan
kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rafaat adalah dendda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau







Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar
wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan







Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim,
shabilillah, dan ibnussabil yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-
orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang
jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak





Pendayagunaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat diutamakan
untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.














Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk :
a. memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh badan
amil zakat dan lembaga amil zakat;
b. menyampaikan saran dan pendapat kepada badan amil zakat dan lembaga
amil zakat;









Selama ini ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur dengan keputusan dan
instruksi menteri. Keputusan tersebut adalah keputusan bersama menteri
dalam negeri Republik Indonesia dan menteri agama Republik Indonesia
Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq
dan shadaqah diikuti dengan instruksi menteri agama Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan
Shadaqah dan instruksi menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 7











KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 373 TAHUN 2003
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan organisasi
Departemen Agama Republik Indonesia, dipandang perlu meninjau
kembali Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581
Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga
Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor
47 Tahun 2002;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
MEMUTUSKAN :
Dengan mencabut Keputusan menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat.
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38




Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :
1. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh
pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas
mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan
ketentuan agama.
2. Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh
masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat sesuai dengan ketentuan
agama.
3. Unit pengumpulan zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil
Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani
muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan
swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.
BAB II





1. Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat
Daerah Propinsi, Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota, dan Badan Amil
Zakat Kecamatan.
2. Badan Amil Zakat terdiri dari unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat,
tenaga profesional dan wakil pemerintah.
3. Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara, Badan Amil Zakat
Daerah Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi, Badan Amil Zakat
Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan Badan Amil Zakat
Daerah Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.
Paragraf 1
Badan Amil Zakat Nasional
Pasal 3
1. Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas
dan Badan Pelaksana.
2. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua
umum, dua orang ketua, seorang sekretaris umum, dua orang sekretaris, seorang
bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan dan
divisi pengembangan.
3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang
ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan
sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota.
4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua,
seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-
banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota
Paragraf 2
Badan Amil Zakat Daerah
Pasal 4
1. Badan Amil Zakat Daerah Provinsi terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi
Pengawas dan Badan Pelaksana.
2. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua,
dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang
bendahara, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan
dan bidang pengembangan.
3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang
ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan
sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.
4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua,
seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-
banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.
Pasal 5
1. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan,
Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
2. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua,
dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang
bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan
seksi pengembangan.
3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang
ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan
sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua,
seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-
banyaknya 5 (lima) orang anggota.
Pasal 6
1. Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi
Pengawas dan Badan Pelaksana.
2. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua,
seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang
bendahara, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan
dan urusan penyuluhan.
3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang
ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan
sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua,
seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-
banyaknya 5 (lima) orang anggota.
Pasal 7
Pejabat Departemen Agama yang membidangi Zakat dan Pejabat Pemerintah Daerah
karena jabatannya sesuai tingkatan diangkat dalam kepengurusan Badan Amil Zakat.
Pasal 8
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Badan Amil Zakat di semua
tingkatan membentuk Unit Pengumpul Zakat.
Bagian Kedua
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
Pasal 9
1. Badan Pelaksana Amil Zakat Nasional bertugas:
a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian
dan pendayagunaan zakat;
b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana
pengelolaan zakat;
c. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan
edukasi pengelolaan Zakat;
d. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah
operasional.
2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional bertugas memberikan
pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam
pelaksanaan tugas organisasi.
3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas :
a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas
Badan Pelaksana dalam pengelolaan Zakat;
b. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.
Pasal 10
1. Badan Pelaksana Amil Zakat Daerah Provinsi bertugas:
a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian
dan pendayagunaan zakat;
b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana
pengelolaan zakat;
c. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan
edukasi pengelolaan zakat;
d. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah
operasional.
2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah Provinsi bertugas memberikan
pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam
pelaksanaan tugas organisasi.
3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah Provinsi bertugas :
a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas
Badan Pelaksana dalam pengelolaan Zakat;
b. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.
Pasal 11
1. Badan Pelaksana Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota bertugas:
a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian
dan pendayagunaan zakat;
b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana
pengelolaan zakat;
c. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan
edukasi pengelolaan zakat;
d. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah
operasional.
2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota bertugas
memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak
dalam pelaksanaan tugas organisasi.
3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota bertugas:
a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas
Badan Pelaksana dalam pengelolaan Zakat;
b. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.
Pasal 12
1. Badan Pelaksana Amil Zakat Daerah Kecamatan bertugas:
a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian
dan pendayagunaan zakat;
b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana
pengelolaan zakat;
c. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan
edukasi pengelolaan zakat;
d. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah
operasional.
2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan bertugas memberikan
pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam
pelaksanaan tugas organisasi.
3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat daerah Kecamatan bertugas melaksanakan
pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam
pengelolaan zakat.
Pasal 13
Masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat adalah selama 3 (tiga) tahun.
Pasal 14
1. Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat di semua tingkatan bertindak dan
bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun
ke luar.
2. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pelaksana Badan





Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Badan Amil Zakat di semua tingkatan
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-
masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar Badan Amil
Zakat di semua tingkatan.
Pasal 16
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat bertanggung
jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberi bimbingan dan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
Pasal 17
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat wajib mengikuti
dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
Pasal 18
Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan Badan Amil Zakat menyampaikan laporan
kepada ketua Badan Amil Zakat melalui sekretaris, dan sekretaris menampung
laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Badan Amil Zakat.
Pasal 19
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Badan Amil Zakat wajib diolah dan
digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan arahan kepada bawahan.
Pasal 20
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi Badan Amil Zakat
dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB III
PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
Pasal 21
1. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh Pemerintah.
2. Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. di Pusat oleh Menteri Agama.
b. di Daerah Propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi.
Pasal 22
Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan atas permohonan
Lembaga Amil Zakat setelah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
a. Permohonan untuk dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat dapat diajukan oleh
masyarakat dengan kriteria sebagai organisasi Islam dan atau Lembaga Dakwah
yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.
b. Persyaratan untuk dapat dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Pusat
adalah :
1. berbadan hukum;
2. memiliki data muzakki dan mustahiq;
3. telah beroperasi minimal selama 2 tahun;
4. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2
tahun terakhir
5. memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 provinsi;
6. mendapat rekomendasi dari Forum Zakat (FOZ);
7. telah mampu mengumpulkan dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
dalam satu tahun;
8. melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim yang dibentuk oleh
Departemen Agama dan diaudit oleh akuntan publik;
9. dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) dan Departemen Agama;
c. Persyaratan untuk dapat dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Propinsi
adalah :
1. berbadan hukum;
2. memiliki data muzakki dan mustahiq;
3. telah beroperasi minimal selama 2 tahun;
4. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2
tahun terakhir
5. memiliki wilayah operasional minimal 40% dari jumlah Kabupaten/Kota di
Propinsi tempat lembaga berada;
6. mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
setempat;
7. telah mampu mengumpulkan dana Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
dalam satu tahun;
8. melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim yang dibentuk oleh
Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan diaudit oleh akuntan publik;
9. dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil
Zakat Daerah (BAZDA) dan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
wilayah operasional.
Pasal 23
Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan setelah terlebih
dahulu dilakukan penelitian persyaratan.
Pasal 24
Pengukuhan tidak disetujui dan atau dibatalkan dan dicabut, apabila :
a. Pengajuan permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 22 dan pasal 23.
b. Tidak memenuhi kelayakan sebagai Lembaga Amil Zakat.
BAB IV
LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 25
Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat sesuai tingkatan,
sebagai berikut:
a. Badan Amil Zakat Nasional mengumpulkan zakat dari muzakki pada
instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan luar negeri;
b. Badan Amil Zakat Daerah Propinsi mengumpulkan zakat dari muzakki pada
instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas Daerah
Provinsi.
c. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota mengumpulkan zakat dari muzakki
pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas
Daerah Kabupaten/Kota.
d. Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan mengumpulkan zakat dari muzakki pada
instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil dan
pedagang serta pengusaha di pasar.
Pasal 26
Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada Unit Pengumpul Zakat pada Badan Amil
Zakat Nasional, Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan secara langsung
atau melalui rekening pada bank.
Pasal 27
Lingkup kewenangan pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25
termasuk zakat fitrah dan harta selain zakat seperti: infaq, shadaqah, hibah, wasiat,
waris dan kafarat.
BAB V
PERSYARATAN PROSEDUR PENDAYAGUNAAN HASIL
PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 28
1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan
persyaratan sebagai berikut:
a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan ashnaf yaitu fakir,
miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil;
b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan
dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
c. mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan
berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah
terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
c. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.
Pasal 29
Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan
sebagai berikut:
a. melakukan studi kelayakan;
b. menetapkan jenis usaha produktif;
c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
e. mengadakan evaluasi; dan
f. membuat pelaporan.
Pasal 30
Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan





Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan laporan
tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya




1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaran Haji
Departemen Agama.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2003
MENTERI AGAMA RI
ttd.




2. Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
4. Sekjen DPR RI;
5. Sekjen/Irjen/Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan
Penyelenggaraan Haji/Dirjen Kelembagaan Agama Islam/Kepala Balitbang
Agama dan Diklat Keagamaan/Staf Ahli Menteri Agama;
6. Para Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
7. Rektor Institut Agama Islam Negeri/Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri,
seluruh Indonesia;
8. Para Karo/Sekretaris/Direktur/Inspektur/Kepala Puslit di Lingkungan
Departeman Agama
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
11. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI
NOMOR D / 291 TAHUN 2000
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ZAKAT
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai
potensi umat Islam dalam pembangunan manusia seutuhnya, maka
diperlukan penglolaan zakat secara profesional dan bertanggung
jawab;
b. bahwa untuk dapat terlaksananya pengelolaan zakat sesuai peraturan
perundang-undangan tersebut, maka perlu diterbitkan keputusan
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomro 38 tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat
2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tentang
perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang
pajak penghasilan;
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1975 tentang Susunan Oragnisasi dan Tata Kerrja Departemen
Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan
keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Agma Republik Indonesia Nomor 581 Tahun
1999 tetang Pleksanaan Undang undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang PengelolaanZakat.
Memperhatikan : Hasil rapat dengan instansi / unsur terkait, yaitu Departemen
Keuangan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,
Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Ormas Islam,
Lembaga Swadaya Masyarakat Pengelola Zakat, dan beberapa
usulan para pengurus Badan Amil Zakat propinsi dan Kabupaten /
Kota tentang pentingnya pedoman teknis Pengelolaan Zakat.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ZAKAT.
BAB I
PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT
Bagian Kesatu
Badan Amil Zakat Nasional
Pasal 1
(1) Badan Amil Zakat Nasional dibentuk Dengan keputusan Presiden Republik
Indonesia yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Menteri Agama
Republik Indonesia.
(2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dewan
Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang personalianya
diusulkan kepada Presiden setelah melalui tahapan tahapan sebagai berikut :
a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga
profesional, praktisi pengelola zakat dan lembaga swadaya masyarakat
(LSM) yang terkait dan unsur pemerintah.
b. Menyusun kreteria calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional
c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan amil Zakat Nasional secara
luas kepada masyarakat.
d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat
Nasional sesuai keahliannya.
e. Calon pengurus diusulkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia kepada
Presiden Republik Indonesia untuk ditetapkan menjadi pengurus Badan amil
Zakat Nasional.
(3) Calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional tersebut harus memiliki sifat
amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan integritas
tinggi.
Bagian Kedua
Badan Amil Zakat Daerah Propinsi
Pasal 2
(1) Badan Amil Zakat daerah Propinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang
susunan kepengurusannya didusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama Propinsi.
(2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dewan
Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang personalianya
diusulkan kepada Gubernur setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
a) Membuka tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendikia, tenaga
profesional, praktisi pengelola zakat, dan lembaga swadaya masyarakat
(LSM) yang terkait dan unsur pemerintah.
b) Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Propinsi.
c) Mempublikasi rencana pembentukan Badan Amil Zakat daerah Propinsi
secara luas kepada masyarakat.
d) Melakukan penyeleksian terthadap calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah
Propinsi sesuai dengan keahliannya.
e) Calon pengurus diusulkan oleh kapala kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi pengurus Badan Amil
zakat Daerah Propinsi.
(3) Calon pengurus pengurus Badan Amil Zakat daerah Propinsi tersebut harus
memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan
berintegrasi tinggi.
Bagian Ketiga
Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 3
(1) Badan Amil Zakat daerah Kabupaten / kota dibentuk dengan Keputusan Bupati /
Walikota yang susunan kepengurusannya didusullkan oleh Kepala Kantor
Departemen Agama Kabupaten / Kota
(2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dewan
pertimbangan, komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang personalianya
diusulkan kepada Bupati / Walikota setelah melalui tahapan-tahapan sebagaimana
berikut :
a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, praktisi pengelola
zakat, dan lembaga swadaya masyrakat (LSM) yang terkait dan unsur
pemerintah.
b. Menyusun kreteria calon pengurus Badan amil Zakat daerah Kabupaten/Kota
c. Mempublikasikan rencana pengurus pembentukan Badan Amil zakat daerah
Kabupaten /Kota secara luas kepada masyarakat.
d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil zakat daerah
Kabupaten / Kota sesuai dengan keahliannya.
e. Calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi pengurus
Badan amil zakat Daerah Kabupaten / Kota
(3) Calon pengurus Badan amil zakat Darerah Kabupaten/Kota tersebut harus
memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan
berintegritas tinggi.
Bagian Keempat
Badan Amil Zakat Kecamatan
Pasal 4
(1) Badan amil Zakat Kecamatan dibentuk dengan keputusan Camat yang susunan
kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
(2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dewan
pertimbangan, komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang personalianya
diusulkan kepada camat setelah melalui tahapan-tahapan sebagaimana berikut :
a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, praktisi pengelola
zakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur
pemerintah.
b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan
c. Mempublikasikan rencana pengurus pembentukan Badan Amil zakat daerah
kecamatan secara luas kepada masyarakat.
d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil zakat daerah
Kecamatan sesuai dengan keahliannya.
e. Calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
untuk ditetapkan menjadi pengurus Badan amil zakat Daerah Kabupaten /
Kota
(3) Calon pengurus Badan amil zakat Daerah Kecamatan tersebut harus memiliki sifat
amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan berintegritas





(1) Dewan Pertimbangan memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi
tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
(2) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas :
a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama komisi
Pengawas dan Badan Pelaksana
b. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan
hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus badan amil zakat.
c. Mempertimbangkan saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan
Komisi Pengawas.
d. Menampung, mengolah dan dan menyampaikan pendapat umat tentang
pengelolaan zakat.
Pasal 6
(1) Komisi Pengawas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan
yang dilaksanakan Badan Pelaksana.
(2) Komisi Pengawas mempunyai tugas :
a. Mengawasi pelaksaan rencana kerja yang telah disahkan.
b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang
mencakup pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan.
d. Melakukan pemeriksaan operasioanl dan pemeriksaan syariâ€™ah dan
peraturan perundang-undangan.
e. Menunjuk akuntan publik.
Pasal 7
Badan Pelaksana melaksanakan kebijkan Badan Amil Zakat dalam pengumpulan,
penyaluran dan pendayagunaan zakat. Badan Pelaksana mempunyai tugas :
a. Membuat perencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan penyaluran
dan pendayagunaan zakat.
b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah
disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
c. Menyusun laporan tahunan
d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan Dewa
Perwakilan Rakyat sesuai tingkatan..
e. Bertindak dan bertangungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik
ke dalam maupun ke luar.
BAB III
KEWAJIBAN DAN PENINJAUAN ULANG
TERHADAP PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT
Pasal 8
(1) Badan Amil Zakat memiliki kewajiban sebagai berikut :
a. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.
b. Menyusun laporan tahunan, yang didalamnya termasuk laporan keuangan.
c. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan
publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media
massa sesuai tingkatannya selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun
buku berakhir.
d. Menyerahkan laporan tersebut kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat sesuai dengan tingkatannnya.
e. Merencanakan kegiatan tahunan.
f. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dari dana zakat yang
diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan zakat yang diperoleh di
daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya, kecuali Badan Amil Zakat
Nasional dapat mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat ke seluruh
wilayah Indonesia.
(2) Badan Amil Zakat dapat ditinjau ulang pembentukannya apabila tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(3) Mekanisme peninjau ulang terhadap Badan Amil Zakat tersebut melalui tahapa
sebagai berikut :
a. Diberikan peringatan secara tertulis oleh Pemerintah sesuai tingkatannya yang
telah membentuk Badan Amil zakat.
b. Bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada Perintah
dapat membentuk kembali Badan Amil Zakat dengan susunan pengurus yang
baru.
BAB IV
PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT
Pasal 9
(1) Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil
Zakat di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzaki yang
menyerahkan zakatnya.
(2) Badan amil Zakat Nasional dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada
instansi / lembaga pemerintah pusat, BUMN dan perusahaan swasta yang
berkedudukan di Ibukota Negara dan pada kantor perwakilan Republik Indonesia
di luar negeri.
(3) Badan Amil Zakat Daerah Propinsi dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat
pada instansi / lembaga pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan perusahaan
swasta yang berkedudukan di Ibu kota Propinsi.
(4) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul
zakat pad aInstansi / lembaga pemerintah daerah , BUMN, BUMD dan
perusahaan swasta yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
(5) Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan dapat membentuk Unit Pengumpul zakat
pad aInstansi / lembaga pemerintah daerah , BUMN, BUMD dan perusahaan
swasta yang berkedudukan di wialayah Kecamatan dan juga membentuk Unit
Pengumpul Zakat di tiap-tiap desa/kelurahan.
(6) Unit Pengumpul Zakat dibentuk dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana
Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya.
(7) Prosedur pembentukan Unit Pengumpul Zakat dapat dilakukan melalui langkah-
langkah sebagai berikut :
a. Badan Amil Zakat sesuai pada tingkatannya mengadakan pendataan di
berbagai instansi dan lembaga sebagaimana tersebut di atas.
b. Badan amil Zakat sesuai dengan tingkatannya mengadakan kesepakatan
dengan pimpinan instansi dan lembaga sebagaimana tersebut di atas, untuk
membentuk Unit Pengumpul Zakat.
c. Ketua Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya mengeluarkan surat
keputusan pembentukan Unit Pengumpul Zakat.
(8) Unit Pengumpul Zakat melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqoh,
hibah, wasiat, waris dan kafarat di unit masing-masing dengan menggunakan
formulir yang diabuat oleh Badan Amil Zakat dan hasilnya disetorkan kepada
bagian pengumpulan Badan Pelaksana Badan amil Zakat, karena Unit
Pengumpul Zakat tidak bertugas mendayagunakan.
BAB V
PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
Pasal 10
(1) Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya
dibentuk atas prakasa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang
dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.
(2) Pengukuhan dan pembinaan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh Pemerintah
(3) Untuk mendapat pengukuhan, lembaga amil Zakat mengajukan permohonan
kepada Pemerintah sesuai dengan tingkatan ormas Islam yang memilikinya
dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut ;
a. Akte pendirian (berbadan hukum)
b. Data Muzakki dan Mustahik
c. Daftar rencana pengurus;
d. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang ;
e. Neraca atau poisisi keuangan;
f. Surat pernyataan siap untuk diaudit.
Pasal 11
(1) Lembaga amil Zakat yang telah dikukuhkan memiliki kewajiban sebagai berikut ;
a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
d. Menyerahkan laporan kepada Pemerintah.
(2) Lembaga amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila tidak
lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang
telah ditentukan.
(3) Mekanisme peninjau ulang terhadap pengukuhan lembaga amil Zakat dilakukan
melaui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dan baru
dilakukan pencabutan pengukuhan.
(4) Pencabutan pengukuhan Lembaga Amil Zakat dapat menghilangkan hak
pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari pemerintah, tidak diakuinya bukti
setoran zakat yang akan dikeluarkan sebagai pengurang pendapatan kena pajak
dan tidak dapat melakukan pengumpulan zakat.
BAB VI
PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT
Pasal 12
(1) Badan amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mempunyai tugas pokok
mengumpulkan dana zakat dari muzakki baik perorangan maupun badan, yang
dilakukan langsung oleh bagian pengumpulan atau Unit Pengumpul Zakat.
(2) Badan amil Zakat dan Lembaga amil Zakat wajib menerbitkan bukti setoran
sebagai tanda terima atas setiap zakat yang diterima.
(3) Bukti setoran zakat yang sah tersebut harus mencatumkan hal-hal sebagai
berikut;
a. Nama, alamat, dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil Zakat atau nomor
lengkap pengukuhan Lembaga Amil Zakat ;
b. Nomor urut bukti setor ;
c. Nama, alamat muzakki dan nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila zakat
penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak pajak
penghasilan.
d. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta
dicantum tahun haul ;
e. Tanda tangan , nama , jabatan, petugas Badan amil Zakat, tanggal penerimaan
dan stempel Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
(4) Bukti setoran zakat yang sah tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan
rincian sebagai berikut :
Lambar 1 (asli), diberikan kepada Muzakki yang dapat digunakan sebagai bukti
pengurangan penghasilan kena pajak Penghasilan;
Lembar 2, diberikan kepada badan amil Zakat atau Lembaga amil Zakat sebagai arsip
Lembar 3, digunakan sebagai arsip bank Penerima, apabila zakat disetor melalui
Bank.
Pasal 13
(1) Badan amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank di
wilayahnya masing-masing dalam mengumpulkan dana zakat dari harta muzakki
yang disimpan di bank atas persetujuan muzakki.
(2) Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan semua bank, baik bank pemerintah
maupun bank swasta.
(3) Untuk terlaksananya kerjasama tersebut perlu dilakukan kesepakatan bersama
dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, melalui media cetak dan
pembuatan leaflet yang disebar kan melalui petugas bank.
(4) Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, maka badan amil zakat
dan Lembaga Amil Zakat dapat menyebarkan programnya melalui iklan dengan
mencantumkan nomor rekening pembayaran dana zakat dan lain-lain.
(5) Muzakki dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening Badan amil Zakat
dan Lembaga amil Zakat.
Pasal 14
(1) Badan Amil Zakat dan lembaga Amil zakat Wajib menyalurkan zakat yang telah
dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum
Islam.
(2) Penyaluran zakat kepada mustahiq harus bersifat hibah (bantuan) dan harus
memperhatikan skala proritas kebutuhan mustahiq di wilayahnya masing-masing.
(3) Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan sesaat, yaitu membantu mustahiq
dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak / darurat.
(4) Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan pemberdayaan, yaitu membantu
mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun
kelompok melalaui program atau kegiatan yang berkesinambungan.
(5) Penyaluran dana zakat harus memproritaskan kebutuhan mustahiq di wilayahnya
masing-masing kecuali penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Badan amil
Zakat Nasional dapat diberikan kepada mustahiq di seluruh Indonesia.
(6) Dana non zakat seperti Infaq, shadaqoh, hibah, waris, wasiat, dan kafarat
diutamakan untuk usaha produktif.
(7) Dalam hal tertentu, Badan amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat
menyalurkan dana zakat ke luar wilayah kerja, dengan terlebih dahului
mengadakan koordinasi dengan Badan Amil Zakat yang berada diatasnya atau
yang berada di wilayah tersebut.
BAB VII
MENGHITUNG ZAKAT DAN ZAKAT YANG DAPAT DIKURANGKAN
DARI PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK PENGHASILAN
Pasal 15
(1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya
berdasarkan hukum agama dan peraturan perundang-undang yang berlaku.
(2) Badan Amil Zakat dan lembaga amil Zakat dapat membantu muzakki
menghitung zakat hartanya.
(3) Sebagai pedoman dalam penghitungan zakat sendiri dapat dipergunakan tabel
zakat pada lampiran keputusan ini.
Pasal 16
(1) Zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang
dibentuk dan dikukuhkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang berhak tidak
termasuk sebagai obyek pajak Penghasilan.
(2) Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak pribadi
pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimilki
oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat
yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah boleh dikurangkan dari penghasilan
kena pajak dari Pajak Pengahasilan wajib Pajak yang bersangkutan dengan
menggunakan bukti setoran yang sah sebgaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat
(3) Undang-undang No. 38/1999, tentang Pengelola Zakat.
(3) Semua bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak
Orang Pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri
yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat diperhitungkan sebagai
pengurang penghasilan kena pajak pada akhir tahun melalui surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan pada saat dibayarnya
zakat tersebut.
(4) Cara perhitungan pembayaran zakat atas penghasilan kena pajak dari Pajak





(1) Pengawasan terhadap kinerja Badan Amil Zakat dilakukan secara internal oleh
komisi Pengawas Badan amil; Zakat di semua tingkatan, dan secara ekternal oleh
Pemerintah dan masyarakat.
(2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan meliputi pengawasan terhadap
keuangan, kinerja Badan Amil Zakat dan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan serta perinsip-prinsip syariah.
(3) Dalam hal komisi Pengawas melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil
Zakat dapat meminta bantuan akuntan publik.
(4) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan
program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir.
(5) Hasil pengawasan disampaikan kepada Badan Pelaksana dan Dewan
Pertimbangan untuk dibahas tindak lanjutnya, sebagai bahan pertimbangan atau
sebagai bahan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
(6) Masyarakat baik secara pribadi maupun melalui institusi dapat berperan aktif
dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Amil Zakat dan Lembaga
Amil Zakat.
(7) Dalam hal ditemukan pelanggaran maka segera dilakukan tindakan sesuai
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Pasal 18
(1) Badan amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya
(2) Setiap Kepala Bidang, Seksi dan Urusan sesuai dengan tingkatannya
menyampaikan laporan kepada Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat
melalui sekretaris menampung laporan laporan tersebut sebagai bahan menyusun
laporan tahunan Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat.
(3) Materi laporan meliputi semua kegiatan yang telah dilakuakan seperti berbagai
kebijaksanaan yangtelah diputuskan dan dilaksanakan serta laporan tentang
pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat.
BAB IX
A N G G A R A N
Pasal 19
(1) Anggaran kegiatan Badan amil Zakat bersumber dari dana APBN , APBD I,
APBD II, dan dana zakat bagian amil.
(2) Penggunaan anggaran tersebut harus berpedoman kepada ketentuan dan
peraturan yang berlaku.
BAB X
P E N U T U P
Pasal 20
(1) Hal hal yang tidak dapat dituangkan dalam Keputusan ini dilampirkan pada
Keputusan ini menjadi satu kesatuan.
(2) Pedoman teknis pengelolaan zakat ini, merupakan pedoman bagi instansi terkait,
pengelola zakat dan masyarakat.
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